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ABSTRAK

Nama : Miranda Andamsari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aspek Hukum Pengalihan Saham Dalam Sebuah Perseroan

Terbatas Berstatus Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang
Penanaman Modal

Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah
perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak
melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan
sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh
persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai
ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham
yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam
perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham
perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan
secara yunidis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci:
Jual Beli Saham, Sale and Purchase of Shares, Transfer of Shares

ABSTRACT

Name : Miranda Andamsari

Study Program : Magister of Notariat

Title : Legal Aspect of Shares Transfer in a Limited Liability Company
Established In The Framework of Foreign Investment in
Relation With Limited Liability Law and Investment Law

The focus of this study are regarding legal issues which arising when a limited
liability company in the framework of foreign investment in Indonesia intend to
conduct sale and purchase if shares in the company, which related with the issues
of the legality of sale and purchase agreement conducted before obtaining the
approval from Investment Coordination Board in advance, issues regarding
disapproval and rights of company’s employee on the sale and purchase of shares
conducted by the company, and issue regarding the approval of the sale and
purchase of shares which resolved through circular resolution of shareholders of
the company. The analysis results of the legal issues mentioned above camry out
by juridical and normative analysis pursuant to the prevailing laws.

Key words:

Sale and Purchase of Shares, Transfer of Shares
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal asing' adalab kegiatan menanam model untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang menggumakan modal asing
sepenulinya maupun yang berpafungan dengan penanam modal dalam
negeri.

Dalam rangka meningkatkan perckonomian negara Republik
Indonesia, penanaman modal asing tersebut harus menggunakan prinsip-
prinsip ekonomi yang rasional dan realistis sebagai dasar. Penanaman
modal asing dilakukan dalam rangkae pelaksanaan pembangunan nasional
menuji masyarakat yang dicita-citakan sebagai suatu masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Hal
ini dapat dilihat dalam pasal 9 dan pasal 10 dalam TAP MPRS Mo
XXMI/MPRS/1966  tentang  Pembabaruan Kebijaksanaan Landasan
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan®, yang mengemukakan sebagai
berikut:

Dalam Pasal 8 menyebutkan bshwa, “Pembangunan ekonomi {erutama
berarti mengolah kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi
riill melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan
kemampuan berorganisasi dan manajemen”. Sementara dalam Pasal 10
menyebutkan babwa, “Penanggulengan kemercsotan ekonomi  serta

pembangunan lebih lanjut dart potensi ekonomi harus didasarkan kepada

' indonesia, Undong-Undany Penanaman Modal, UU Ne. 25 Tahun 2067, LN No. 67
Tahun 2007, TLN No. 4724, ps. 1 ayat L.

* Hulman Panjailan dan Anner Mangamr Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing,
(lakarta: OV Indhill Co., 2008), bim. 4.
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kemampuan serta Kesanggupan rakyat Indonesia mandiri. Akan tetapi asas
i tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-
potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar pegeri, selama
bantuan itu benar-benar disbdikan kepada kepentingan ckonomi rekyat
banyak fanpa mengakibatkan ketergantungan kepeda luar negeri™.

Sunaryati Hartono®, mengemukakan bahwa prinsip utama dalam
kebijaksanaan ekonomi pemerintah terletak pada peningkatan kesempatan
serta kesanpgupan rakyat Indonesia sendiri untuk pembangunan ekonomi
nasionalnya. Hal mana tidak berarti bahwa secara apriori pererintah harus
menolak modal, teknologl dan bantuan luar negeri unfuk ikut serta dalam
pembangunan ekonomi nasional kita, selama pertisipasi modal dan
bantuan luar negeri itu dapat diabdikan kepada pembengunen ekoormi kita
serta tidak merugikan pembangunan ekoncai nasional itu. Meskipun pada
dasamya pembangunan potensi ekonomi didasarkan kepada kemampuan
dan kesangpupan sendiri, namun Karena keterbatagan kite skan hal-hal
tersebut diatas, maka kite skan memanfaatkan bantuan dari luar neger
melalyi pensnaman modsl asing sehingga akan terpenubi  kapital,
teknologi, skill dan bahkan manajemen unmk mengolah kekuatan ekonomi
potensil tersebut.

G. Kartasapoetra, dkk?, mengemukakan bahwa untuk melengkapi
modal dan teknologi guna pelaksanaan pembangunan di tanah air,
pemerintah [ndonesia dengan penuh pemikiran dan kewaspadaan dalam
mempertimbangkan bahwa tidak merupakan tindakan di inar batas
kemampuan kalaw memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologl dan
skill yang tersedia di luar negeri asalkan segala sesuatunya benar-benar
diabdikan kepada kepentingan skonomi rakyat tanpa mengakibatkan

ketergantungan terhadap luar negeri.

3 Ny. OCF.G. Sunsryati Hartono, Beberapn Masaleh Transnasional Dalam Penanaman
Modal Asing df Midonesia, (Bandung: Binacipla, 1979), hlm, 30,

* G. Kartasapostra dkk, Monajemen Penanaman Modal Asing, (Gakartz: Bina Aksars,
19853}, him. 34-33.
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Apabila seorang {nvestor asing skan menanamkan modalnys pada
suaty negara, tentunya banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebagai
faktor yang menentukan bagl investasinyz terschut. Secara garis besar
faktor yang dimaksudkan, dapat dikategorikan atas tiga faktor yaitu
politik, ekonomi dan hukum. Faltor hukem atau aspek yuridis merupakan
faktor penting untuk diperhatikan para investor asing yang ingin
menanamkan modalnya pada suatu negara. Hal ini terutama berkaitan
dengan periindungan hukum, Menurnnya wibawe hukom dalam negen
akan mempengarubi minat investor asing untuk menanamkan modaluya
pada suatu negara,’

Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia
akan sangat terpantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sisten
hukurn itu barus mampu menciptekan kepastian (ceriainty), keadilan
(fairness) dan efisiensi {gficiency). Bahkan dalam era globalisasi ekonomi
sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antars
lain dengan berkembangnya mekanisme pasar ©

Keberadnan Undang-Undang nomor 25 tshun 2007 tentang
Penanaman Modal adalah merupakan upeya penyesuaian peraturan
perundang-undangan pensnamap modal yang ada selama ini, baik
penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terhadap
perkembangan dan kemajuan ckonomi global, khususnya terhadap
liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai tumtutan dari organisasi
perdagangan dunia (World Trade Orgonization atan WTQ) yang oleh
Indonesia pemberlakuannya telah diratifikasi dengan Undang-Undang
nommor 7 tahun 1994.7

Keinginan pembentuk Undang-Undang Penanaman Modal
didasarkan kepada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal

yang kondusi{ sehingps undang-undang ini telah mengatur hal-hal yang

? Panjaitan, op. ¢it, him. 13-1%,
® [Bid, him, 15-16.
? [hid, him, 11,
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dinilai penting dalam kaitannya dengan penanaman modal, yaitu perlakuan
yang sama dan tidak diskriminasi terhadap sesama penanam modal, bidang
usaha, nasionalisasi, penyelesaian sengketa termasuk sejumlah fasilitas
penanaman modal ?

Undang-undang penanaman modal asing menetapkan bahwa
penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara
Republik Indonesia, kecuali ditenfukan lain oleh undang-undang’.
Selanjutnya ditentukan bahwa penanaman modal dalam negeri maupun
asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas,
yang dilakukan dengan :

a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

b. Membeli saham; dan

c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.'®

Kata mengenai “saham” biasanya menunjuk kepada bagian
pemilikan sebuah perusahaan'' atau bukti telah dilakukannya penyetoran
penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam
perseroan.'? Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, itu
sendiri adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang
didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas serta

peraturan pelaksanaannya.

Y Ibid,

° Undang-Undang Penanaman Modal, op. cit., ps. 5 ayat 2.

° tbid, ps. 5 ayat 3.

! Definisi kata “saham”, hrtp.//id wikipedia org, 20 Maret 2009.

2 Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbalas (Jakarta: Forum
Sahabat, 2008), hlm. 27.

** Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106
Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 ayat 1.
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Peralehan hak atas sabamn dalam sebuah perseroan salah satunya
dapat dilakekan melalut mekanisme pengalihan hak atas saham yakni
transaksi jual beli saham dari pemegang saham yang lema dalam perseroan
kepada calon peraegang sabam yang baru, Tujuan utama dan transakst
pengalihan hak atas sabaum ind tento sgja untuk memiliki perseroan,

Persvaratan dan prosedur pengalihan hak atss saham dalam sebuah
perseroan waith memperhatikan  ketentuan-keientuan dalam anggaran
dasar persercan terbatas tersebut dap Undang-Undang nomor 40 ishun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila transghsi pengalihan hak atas
gaham tersebut terjadi dalam sebuah perseromn yang didirikan dalam
kerangka penaneman modal asing (PMA) dan melibatkan unsur asing,
baik sebagal pernegang saham maupun calon pemepang ssham, maka
persysraten dan  progsedur pengalthan ssham wapb  memperhatikan
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut,
Undang-Undang nomor 40 tabun 2007 tenteang Perseroan Terbaias dan
Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Pergyaratan dan prosedur pengalihan hak atas sabam seperfi pre-
emplive right, tormasek penawaran sabam terlebib dahulu kepada
karyawan perseroan sebelum kepada pihak kefiga diluar perseroan atau
persyaratan suate persetujuan organ perseroan yaifu Rapat Umum
Pemegang Saham wajib untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Keabsahan
dan status pihak yang melakukan perjanjian jual beli saham sangat penting
untuk diperhatikan khususnya dalam rangka pemenuban persyaratan
sahnya perjanjian sebagaimana diatur daiam pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.'®

Dalam penulisan tesis ini penulis hendak memaparkan dan
membuat sebuah analisis bukum atas sebuah kasus mengenai pengalihan

hak atas saham dalam sebuah perseroan yang berstatus penanaman modal

* Komeling Simanjustak, Mengkajl Aspek Holding Company, (hupnetzifla multindy,
comiforrnaliftem/03/ Mangkaii dspek Holding Comparny), 28 Maret 2008,
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asing sebagai latar belakang penulisan tesis ini, yang mana kasusnya
adalah sebagai berikut :

Sebuah perseroan yang berstatus perseroan penanaman modal
asing (PT. PMA atau perseroan dengan fasilitas terbatas) yang bergerak di
bidang usaha “Jasa konsultasi, verifikasi, supervisi dalam peralatan
industri, minyak dan gas bumi, serta jasa konsultasi dan teknik
pemeriksaan termasuk klasifikasi kapal”, seluruh saham dalam perseroan
tersebut dimiliki 2 (dua) pemegang saham, yaitu 60 % (enam puluh
persen) saham dimiliki oleh pemegang saham pihak asing, dan 40 %
(empat puluh persen saham) lainnya dimiliki oleh pemegang saham pihak
Indonesia.

Pada tanggal 8 Apustus 2008 membuat sebuah Circular Resolution
of Shareholders (Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham)'® yang telah
ditanda-tangani oleh masing-masing pemegang saham, dimana isi dari
keputusan sirkular tersebut memutuskan untuk menyetujui penjualan 40 %
(empat puluh persen) saham milik pemegang saham pihak Indonesia
kepada calon pemegang saham pihak asing lainnya, serta menyetujui
untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan
adanya penjualan saham tersebut.

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas mensyaratkan bahwa setiap peralihan saham dalam perseroan
terbatas didasarkan pada dokumen akta pemindahan hak yang bisa berupa
akta dibawah tangan atau akta Notaris, maka pada hari dan tanggal yang
sama ditandatanganinya Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham
tersebut, para pemegang saham juga telah membuat serta menandatangani

suatu Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan dengan syarat bahwa

% Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham disini adalah bentuk keputusan perseroan

yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat semua pemegang
saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan
yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 91 UUPT. Sirkular dalam hal ini adalah persetujuan para
pemegang saham dilakukan dengan mengedarkan keputusan persercan kepada pemepang saham
untuk ditandatangani secara terpisah satu per satu, sebagai tanda persetujuan.
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perjaniian jual beli saham tersebut akan berlaku apabila jual beli saham
tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM)'®, sebaliknya apabila persetujuan dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal tersebut tidak dipenuhi, maka Perjanjian Jual beli
Saham fersebut akan batal demi hukum untuk dilaksanakan,

Setelah penandatangan Keputusan Sirkular Para Pemegaag Saham
serta Perjanjian Jual Beli Saham tersebut diatas, persercan melakukan
proses aplikasi permohonan persetujuan jual beli saham kepada Badan
Koordinagi Penanaman Modal. Dalam masa proses permohonan
persetujuan berjalan, BKPM mensyaratkan bahwa berdasarkan kebijakan
dari BKPM, prosentase kepemilikan saham asing yang dapat disetujui olch
BKPM untuk perseroan adalah maksimal 95% (sembifan pulub lima
perseny daxi 100% (seratus persen} kepemilikan ssham asing vang
diajukan, dikarenakan pertimbangan atas kegiatan usaha jasa yang
dilakukan oleh persercan berhubungan dempan minyak dan gas bumi,
meskipun perihal batasan kepemilikan saham asing untuk bidang ussha
perseroan ini tidak ads aturannya dalam Peraturan Presiden Republik
Indenesia Momor 111 Tabon 2007 tentang Perubshan Atas Peraturao
Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dj Bidang
Penanaman Modal.

Berdasarkan kebijakan BKPM tersebut maka pemegang saham
asing baru yang telah membeli 40% (empat puluh persen) saham dari
pemegang saham Indonesia berdasackan Perjanjian Jual Beli Saham
tertangzal § Agustus 2008 terscbut, kemudian menyatakan bersedia untuk
mengalibkan 5% (Hma persen) darl 40% (empat puluh persen) saham yang
telah dibelinya kepada pihak pemegang saham Indonesia yang baru,
dengan membuat surat pernyataan tertanggal 24 September 2008 | seria
membuat dan menandatangani Perjanjien Jual Beli Saham untuk

¥ OKPM sdalah suatu badan investasi yang dibentuk oleh pemerintah sntuk melayani
pelaksenaan undang-undang penanaman modal,
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pengaliban 5% (lima persen) saham tersebut kepada pemegang ssham
Indonesia yang baru pada tanggal 17 Oktober 2008,

Pada akhirnya persetyjuan BKPM atas permohonan perubzhan
kepemilikan sahamm dalam perseroan akhimya dikeluarkan pada tanggal 28
Oktober 2008 untuk jual bell saham tersebut dengan komposisi prosentase
kepemilikan saham asing adalah maksimal 95% (sembilan puluh lima
persen) saham asing dan 5% (lima persen) saham Indonesia, dengan
rinctan sebagat berikut:

1. 60% (enam puluh persen) saham dimiliki oleh pemegang saham asing
iama;

2. 35% {tiga puluh lima persen) saham dimiliki oleh pemegang saham
asing bany

3. 5% (lima persen) saham dimiliki oleh pemegang saham Indonesia
baru,

Pada saat persercan akan melanjutkan proses jual beli saham vang
telah dipaparkan diatas melahd serta dihadapan seorang notaris, notaris
tersebut menolak untuk membuat alkta pernyataan keputusan rapat untuk
Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham pada tanggal § agustus tersebut
dikarenakan menurut Pasal 21 ayat 6 Undang-Undang nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkular tersebut sudah
kadaluwarsa karena telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari, dan Keputusan
Sirkular tersebut harus divlang kembali untuk dibuat yang barx agar dapat
dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat.

Dilain pihak pada tanggal 10 Agustus 2008, sebagian karyawan
perseroan menyampaikan Surat Pemyataan Karyawan Kepade perseroan,
khususnys kepada para pomegang ssham perseroan, bahws mereka pada
pokoknya tidak dapat menerima perubshan kepemilikan sabam dan tidak
bersedia untek melaniutkan hubungan keria dengan perseroan. Alasan-
alasan atas dibuatnya Surat Pernyataan dari sebagian Karyawan perseroan
tersebut, adalah sebagai benknt:
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1.2

a. Prosedur pengambilalihan saham tidak sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dan perseroan lalai dalam melakukan
pengumuman atas tindakan pengambilalihan sesuai yang diwajibkan
pasal 127 ayat 2 Undang-Undang tersebut.

Bahwa keputusan perseroan untuk menjual 40 % (empat puluh persen)
saham milik pemegang saham Indonesia ini bertentangan dengan pasal
12 dar Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, serta Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2007,

Bahwa karyawan berhak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja
dengan perseroan dan berhak untuk mendapatkan upah pesangon
sesuai dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Perumusan Vasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian

pendahuluan diatas, maka penulis hendak menyampaikan pokok

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian jual beli saham dalam perseroan yang dibuat
dibawah tangan oleh para pihak tersebut sah secara hukum?

2. Apakah dasar hak karyawan mengajukan keberatan atas pengambil
alihan saham kepada perseroan berdasarkan Surat Pernyataan
Karyawan?

3. Apakah Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tersebut masih

tetap berlaku mengingat keputusan tersebut sudah lewat dari 30 hari,
bagaimana penyelesaian untuk menyatakan keputusan sirkular tersebut

di hadapan notaris?
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1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan penulis disini  adalzh  penelition
normatif' |, yang menitik beratkan pada studi kepustakaan pada
data sekunder’™, vang menggunakan bahan-bahan kepusiakaan
seperti Undang-Undang, peratuwran-perafuran pemeriniah, buku-
buku, makaleh-makalah, majalah-majalah dan sebagainya yang
berkaitzn dengan aspek hukum pengalihan saham dalam perseroan
terbatas yang berstatus penanaman modal asing.

1.3.2 8ifar pepelitian

Penelitian vang digunakan penulis  bersifat  deskriptis dan

eksplanatoris'

yaitu penulis berusaha memberikan gambaran
mengenai aspek hukum pengalihan saham dalam perseroan lerbatas ;
yang berstatus penanaman modal asing, melalui fakta-fakta dalam ‘
kasus hukum fertenty, yang kemudian dianalisis berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia,
sehingga dapat menjelaskan jawaban secara lebih dalam atas pokok

permasalabian yang dikernukakan dalam penulisan ini.

1.3.3  Sumber data®

? Svi Mamudji, et al, Merode Penelitian dan Penelusuran Hukum, (Takarta: Badan
Penerbit Fakubtas Hukum Universitas Indonesta, 2005}, him. 9.

" Soerjonc Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suetu Tinjouven
Singkat, Cet, 8, {Jzkarta: Raja Grafinde Persada, 2601}, him., 24

" Sri Mamudii, op cit., hlm. 4.

# 5ri Mamadii, ibid, him. 36-31.
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135

it

Sumber data yang digunakan oleh penulis disini adalsh data
sekunder, yang diperoleh dari 3 sumber vaitu sumber primer,
sumber sekunder dan sumber fersier. Data sekunder yang berasal
dari surmnber prmer yang digunakan oleh penulis adalsh seperti
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasule peraturan
pelaksanaannya. Data sekunder yang berasal dari sumber sekunder
yvang digunakan oleh penulis adalah buku-buku, artikel-artikel,
makalah-makalah dan tesis. Sedangkan data sekunder yang berasal
dari sumber fersier vang digunakan oleh penulis adalah
ensiklopedia dan kamus. Keselwruhan data selamder vyang
digunakan penulis adalah data-data yang berkaitaen dengan aspek
hukum pengalihan saham dalam persercan terbatas yang berstatus
penananian modal asing

Cara pengumpulan data

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan cara pengumpulan
data primer dengan melakukan Library Research atau studi
kepustakaan dimana penulis menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, buku-buku, majalah-majalah, media masa,
literatur, tesis-tesis dan makalah-makalah seminar yang berkaitan
dengan pengalihan sabam dalam perseroan terbatas yang berstatus

penanaman modal asing sebagal sumber penulisan tests.

Analisis data

Data sekunder yang telah dipercleh penulis melalui melakukan
studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
memperoleh jawaban atas pokok permasalzhan yang menjadi

obyek penslitian dalam penulisan ini.
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SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudsh dan memahami penulisan tesis ini, maka secara

keseluruban sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut

BAB 1:

BAB 2

BAB 3

PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang.
Dar uraian latar belakang tersebut kemudian ditartk pokok
permasalahan. Selain itu bab ind juga berisikan metode yang
digunakan  delam ponulisan  tesis  serts  sistematika
penulisan,

PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai uraian umum mengenai aspek
hukum pengaliban saham dalam perseroan terbatas vang
berstatus penanaman modal asing, syarat-syarat pengaliban
saham dalan perseroan terbatas vang berstatus penanaman
modal asing serta hal-bal lain wang berkaitan depgan
pengaliban saham dalem pecsercan terbatas yang berstatus
penanzman modal asing, serta analisa dan  pokok
permasalahian yang merupakan pokok penuntisan dimena
penulis menganalisa aspek hukum pengalihan saham dalam
pexseroan terbatas yang berstatus penanaman modal asing.

PENUTUP

Dalam bab terakbir ini penulis akan mengambil kesimpulan
secara umum dari seluruh pembahasan yang telsh diberikan
pada bab-hab sebelumnya dan saran yang dibarapkan dapat
berpuna  sebagai referemsi atan acuan  bagi  yang
membutubkannya untuk diterapkan dalam pelaksanaan

penanaman modal asing.
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2.1

BAB2

ASPEK HUKUM PENGALIHAN SAHAM DALAM PERSEROAN
TERBATAS BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING

Tinjauan Teoritis

2.1.1 Aspek-Aspek Hukum Penanaman Modal Asing

Dasar-dasar hukum mengenal penanaman modal asing secara

umurn di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pancasila;

2. Pasal 4 ayat 1, Pasal § ayat 1, Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5, Pasal 20 serta
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

3. Ketetspan Maiells Permusyswaretan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka
Diemokrasi Hkonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu

mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan usaha

bagi usaha mikro, keeil, menengah, dan koperasi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tabun
1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah dirubab
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Pernhahan dan
Tarmbahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 temang
Penanaman Modal Dalam Negeri scbagaimana telah dirubsh dengan
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubshan dan
Tambahan Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman

Modal Dalam Negeri;
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5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2008
tentang Daflar Bidang Usaba Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Pergvaratan Di Bidang Penanaman Modai;

6. Peraturan-persturan pemerintah  dan  surab-surat  kepulusan dan
pemerintal lainnys yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing

dan’atau investasi,

2.1.2 Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal™

Dalam sub-bab ini penulis bermaksud untuk mepjelaskan secara garis T
besar dan singkat, peribal penyelenggaraen penanaman modal asing
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penapaman -
Modal sebagat berikut:

2121 Pengortian-Penpertian  Umum  Berkaitan  Dengan

Penanaman Modal Asing

Pengettian-pengertian umum yang berkaitan dengan penanaman
modal asing sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1, Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(untuk selanjutnya akan disebut "UUPM”), adalah sebagai berikut:

4. “Penanaman modal asing” adalah kegiafan menanan modal untuk
melakukan usaha i wilayah negara Republik Indonesia vang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun vang berpatungan dengan pepanamen

modal dalam pegeri;

® Undang-Undang Penanaman Modal, op. cir,, ps. 1-34.
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b. "Penanam modal asing” adalab perseorangan warga negara asing,

badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;

"Modal” adalah aset bentuk vang atau bentuk lain yang bukan uvang
yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
"Modal asing” adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
persecorangan modal asing, badan usaha asing, badan hukum asing,
dar/atan badan hukom Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh pibak asing.

2.1.2.2 Asas Dan Tujuan Penvelenggaraan Penanaman Modal

Asing

Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan penanaman modal,

baik penanaman modal asing maupun penenaman modal dalam neperi,

scbagaimana ditetapkan oleh Pasal 2 ayat 1 UUPM, diselenggarakan

berdasarkan asas :

1.

Kepastian hukum;

Merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap
kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal,

Reterbokaan;

Merupakan asas yang terbuka fterhadap hak masvarakat uniuk
memperoieh informas! yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang kegiatan penanaman modal

Akuntabilitas;

Merupakan asas vang menentukan bshwa setiap kegiatan dan hasil
akhir  dari  penyelenggarasn  pemsnamam modal harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyal scbagai

pemegang  kedaulatan tertinggl negara sesual dengan ketentuzn
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peraturan perundang-undangan.

. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Merupakan asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal
dalam mpegert dan penanam modal asing maupun antara penanam
modat dart sate negara asing dan penanam modal darei negara asing
lainnya.

. Kebersamaan,

Merupakan asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara
bersama-sama  dalam keplatan  usahanya  untuk  mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

. Efisiensi berkeadilan;

Merupakaen asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam uvsaba untuk
mewuindkan iklin: usaha yvang adil, kondusif, dan berdaya saing.

. Berkelanjutan;

Merupakan 8538 vang secara tercncana mengupayakan berialannya
proses pembangunan melplul penaneman modal untuk menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk
masg kini maupun yang akan datang.

. Berwawasan lingkungan;

Merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memerhatikan dan mengntamakan perlindungan dan pemeliharaan
lingkungan hidup.

. Kemandirian;

Merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri

pada masuknya modal asing demu terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10, Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Merupakan asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan

ekonomi wilayah dalem kesatuan ekonomi nasional.
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Sedangkan fujuan penyelenggaraan kegiaian penanaman modal,
baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeni,
sebagaimana ditetapkan coleh Pasal 2 ayat 2 UUPM, antara Ixin sdalab
untuk:

Meningkatkan perfumbuhan ekonomi nasional;

eI

Meneiptakan lapangan kerjs;

Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutam;
Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

oM@ AO

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ckonomi rifl dengan
menggunakan dana yang berasal, balk dari dalam negeri maupun dari
uar negeri; dan

h. Memingkatkan kesejahtcraan masyarakat.

2123 Kebijakan Dagar Bagi Penanaman Modal Asing

Pemerintah mengiapkan kebijakan dasar dalam penyelenggaraan
penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman
modal  dalam  negeri, schagaimana ditetapkan oleh Pasal 4 ayat 1
UUPM, yang bertujuan untuk:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasiomal yang kondusii bagi
penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal;

Dalam menetapkan kebijakan dasar dalam  penyelenggaraan
penanaman modal fersebut di atas, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 4
ayat 2 UUPM, pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberi perlakuan yang sama bagi penenam modal dalam negeri dan
penanam modal asing dengan letap memperhatikan kepentingan

nasional;

Universitas Indonesia

Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009



b. Meniamin kepuastian bokum, kepastian berussha dan keamanan
berussha bagl penanam modsl sejgk proses pengurusam perizinan
sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Membuks kesernpatan bagi perkembangan dan memberikan
perlindungan kepada wsaba mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Kebijekan dasar sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan dalam

bentuk Rencana Umum Penanaman Modal,

2.1.2.4 Bentuk Dan Kedudukan Badan Usaha Penanaman
Modal Asing

Penyelenggaraan penanaman modal asing wajib dalam bentuk
Ynerseroan ferbatas” herdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di
dalem wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleb
undang-undang, Hal ini ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 UUPM.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UUIPM, penanam modal asing maupun
penanam modal dalam negerd yang melakukan penanaman modal dalam
bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut
1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

2. Membeli saham dalam perseroan;
3, Melakukan cara lain sesual dengan ketenfuan peraturan perundang-

undangan.
2.1.2.5 Perlakuan Terbadap Penanaman Modal Asing
Pemerintah memberikan perlakvan vang sama kepada semuas
penanam modal yang berasal dari negara manapun, yang melakukan

kepiatan penanaman modal di Iodonesia sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan, sehagaimana ditetapkan dalam Pasal 6
ayat 1 ULUPM.

Perlakuan terhadap penanam modal tersebut tidak berlaku bagi
penanam  modal darl suatu negara yang memperoleh hak istimewa
berdasarkan perjanjian dengan Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan
dalam Pasal 6 avat 2 UUPM, Hak istimewa fersebut antars lain hak
istimewa vang berkaitan dengan  kesatuan kepabeanan, wilayah
perdagangan bebas, pasar bersama {common markef), kesatuan moneter,
kelembagaan vang sejenis, dan perjanjian antara Pemeriniah Indonesia dan
pemerintah asing vang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang
berkeitan dengan hek istimewa fertentu  dalam  penyelenggaraan
penanaman modal.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UUPM, pemerintah tidak
akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilaliban  hak
kepemilikan pesanam modal asing, kecuali dengan undang-undang. Dalam
hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilaliban
hak kepemilikan tersebut, pemerintah akan memberikan kompensasi
yang jumilahaya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika diantara kedua
belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rug),
penyelesaiannya dilakukan melalul arbitrase.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1| UUPM, penanam modal asing dapat
mengalibkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh
penanam modal asing scsuat dengan ketenfuan peratwran perondang-
undangan, Aset yang tidek termasuk aset sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 avat | UUPM merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-
undang sebagal aset yang dikuasal oleh Negara,

Penanam modal asing diberikan hak untuk melakukan transfer dan
repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. Modal;

b, Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan laig;
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Dana yang diperlukan untuk

i.  Pembelian bahan beku dan penclong, barang setengsh jadi,

atau barang jadi; atau
. Penggantian barang modal dalam rangka — melindung
kelangsungan hidup penanaman modal;
Tambahan dana yang diperiukan bagi pembiayaan penanaman modal;
Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
Royalti atau biaya vang harus dibayar;
Pendapatan dari perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja
dalam perusahaan penanaman modal;
Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
Kompensasi atas kerugian;
Kompensasi atas pengambilaliban;
Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang
harus dibavar untuk jasa tekonik dan manajemen, pembayaran yang
dilakukan di bawah konirak proyek, dan pembayaran hak atas
kekayaan intelektual;
Hasil penjualan aset yang dirulikinya kepada pihak yang diinginkan
penanam modal sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi bagi penanarn roodal

asing dilakukan sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan,

Ketentuan tersebut tidak mengurangt:

i

3

Kewenangan pemerniniah untuk memberlakukan kefentuan peraturan
perundang-undangan vang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer
dana;

Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti danfatan
pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan

4. Pelaksanaan hukum antuk menghindan kemgian negara.
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Berdasarkan Pasal 9 UUPM menyebutkan baliwa, dalam hal
adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam
modal asing, malka:

a. Penyidik atan Merderi Kevangan dapat meminta bank atau lembaga
lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan

b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan
transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Sedangkan bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan
penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
huruf b di atas, hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal

asing,.

2.1.2.6 Ketenagakerjaan Dalam Penanaman Modal Asiag

Dalarn bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 10 UUPM
perusshasn penanaman modal asing mempunyal kewajiban-kewajiban
sebagal berikub:

i. Perusghaan penanaman madal dalam memenuhi kebutuhan tenaga
kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia;

2. Perusahaan penanamen modal asing berhak menggunakan fenaga ahli
Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang ~undangan;

3. Perusahasn penanamans modal asing wajib meningkatkan kompetensi
tenaga kerja Warga Nepara Indonesia melaini pelatihan kerja sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Perusahaan penanaman modal asing yang mempekerjakan lenaga kerja
asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih
tekuologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, berdasarkan Pasal

11 UUPM, penyelesaian perselisihan tersebut harus dilakukan melalui cara

sebagai berikut:

a. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk
diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal
dan tenaga kerja.

b. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai
hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

¢. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencapai
hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan
perselihan  hubungan industrial melalui pengadilan hubungan

industrial.

2.1.2.7 Bidang Usaha Dalam Penanaman Modal Asing

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UUPM, semua bidang
usaha atan jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, baik
penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, kecuali
bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan secara tegas tertutup dan
terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha terbuka dalam hal ini berarti
dapat dimiliki oleh 100% (seratus persen) modal atau pihak asing.

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:

1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan
undang-undang.

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang
usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik penanaman modal asing
maupun penanaman modal dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria
kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan

keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
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Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan
sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peninglatan
kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama
dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertufup dam yang
terbuka dengan persyaratan serta dafiar bidang usaha yang tertutup dan
vang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomer 111 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tabun 2007 tentang Daltar Ridang
Ugaha Yang Tertutup dan Bidang Uszha Yang Terbuka Dengan
Pergyaratan Di Bidang Penansman Modal Dalam Peraturan Presiden
tersebut, bidang ussha disusun delam svatu dafiar yang berdasarkan
standar kiasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di
Indonesta, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KLBI) daw/atau International Stander For Indusirial
Clasification (181G

Kebijakan pemerintah mengenai daftar bidang usaha yang tertutup
dan terbuka dengan persyaraian bagi penyelenggaraan pepanaman modal
lebih dikenal dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI) .

2.1.2.8 Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal
Asing

Berdasarkan Pasal 14 UUPM, setiap penanaman modal asing
mempunyai hak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan dalam berusaha;

* panjaitan, op. ci, hitm, 33,
# panjuitan, ibid,, him.57,
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Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
Hak pelayanan untuk mendapatkan perizinan dan melakukan kegiatan
usaha; dan

Berbagai bentuk fasilitas kemudahan dalam melakukan usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Berdasarkan Pasal 15 UUPM, setiap penanam modal asing

mempunyai kewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
penanaman modal; dan

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 16 UUPM, setiap penanam modal asing

bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika
penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan
kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik
monopoli, dan hat lain yang merugikan negara;

Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan
pekerja; dan

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 17 UUPM, penanam modal asing yang

mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib
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mengalokasikan  dana secara bertahap untuk pemuliban lokasi yang
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, vang pelaksanaannya
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.9 ¥asilitas Penanaman Modal Asing

Berdasarkan Pasal 18 1FUPM, pemerintah memberikan fasilitas
kepada penanam modal asing yang melakukan penanaman modal, kecuali
penanaman modal asing yang tidak dilakukan dengan benfuk persercan
ferbatas. Fasilitas penmnaman modal scbagaimana dimaksnd dapast
diberikan kepada penanaman modal yang:

1. Melakukan periuasan usaha; atau
2. Melakukan penanaman modal baru,

Penanarman modal asing yang mendapat fasilitas sebagaimana yang
tefah dijelaskan diatag adalah yang sekurang-kurangnys memenuhi salah
satu kriteria berikut ini:

4. Menyerap banyak tenaga kerja;

b. Terraasuk skala prioritas tinggi;

¢. Termasuk pembangunan infrastruktur;

d. Melakukan alik teknologi;

g. Melakukan industri pionis;

Berada di daerah terpencil, daerah iertinggal, daergh perbatasan, atau

by

daersh lain yang dianggap perly;
2. Meniaga kelestarian lingkungan hidup;
k. Melaksapakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i Bermitea dengan usaha mikro, kectl, menengah, atau koperasi; atau
j. Indusiri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan
yang diproduksi di dalam negeri.
Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal asing,
vang diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan
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oleh pemerintah, dapat berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai
tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan
dalam waktu tertenty,

2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal,
mesin, atau peralatan untik keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi di dalam negeri;

3. Pembebasan amu keringanan bez masuk bahan baku atan bahan
penslong untuk keperluan produksi untuk janpka wakiu tertentu dan
persyaratan tertentu)

4, Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperinan produksi
vang belum dapat diproduksi di dalam negeri selams jangka wakiu
fertentu;

Penyusutan atau amorlisasi yang dipercepat; dan

6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha
fertentu, pada wilayah atau daerah ateu kawasan fertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalem
jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman
modal asing barn vang merupskan industri pionir, yaitu industi yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan cksternalitas
vang tinggl, memperkenatkan teknologi bary, serta memiliki nilai strategis
bagi perckonomian nasional.

Bagi penanaman modal asing yang sedang berlangsung yang
mefakukan pengpantian mesin atan barang modal fainnya, dapat diberikan
fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Ketentuan lebih
lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal distur dengan Peraturan Menteri
Kenangan,

Selain fasilitas sebagaimana sebagaimana vang disebutkan diatas,
berdasarkan Pasal 21 UUPM, pemerintah memberikan kemudahan

pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal asing
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untuk memperoleh hak-hak sebagai berikut:

a. Hak atas tanah;

b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan

. Fasilitas perizinan impor.

Berdasarkan Pasal 22 UUPM, kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan hak atas tansh dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligos dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal
asing, berupa hak-hak scbagai bertkut
1. Hak Guna Usaha, dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan pulub

iima} tahun dengan cars dapat diberiken dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 50 (enam puluh) tehun dan dapat diperbaru selama
35 {tiga puluh lima) tahun;

2. Hek Gupa Bangunan, dapatl diberikan denpan jumlish 80 (delapan
puluh} tshun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 36
(tiga pulub) tabun; dan

3. Hak Pakai, dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
selama 45 (empat pulubh kima) tahun dan dapat diperbarui selama 25
{(dua pulub Hima) tahun.

Hak atag tanab sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dan
diperpaniang di muka sekaligus untuk kegiatan penananan modal asing,
dengan persyaratan antara lain:

a. Penanaman modal vang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait
dengan perubahan shukiur perckonomian Indonesia veng lebih
berdaya saing;

b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang
memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan
jenis kegistan penanaman modal yang dilakukan ;

¢. Penansman modal yang tidak memeriukan area yang luas;

d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
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e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat
dan tidak meragikan kepentingan umum.

Hak atas tanzh dapat diperbabarui setelah dilakukan evaluasi
bahwa tanahnys masih digunakan dan diusshekan dengan baik sesuam
dengan keamdaan, sifaf, dan tojuan pemberian hak Pemberian dan
perpanjangan hak atas tanah vang diberikan sekaligus di muka dan vang
dapat diperbaral scbagaimana yang felah dikemukakan di atas dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman
modzl menclantarkan tapah, merugikan kepentingan wmium, menggunakan
atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentnan peraturan
perundang-undangan di bidang perianahan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat T TUUPM, kemudahan pelavanan
dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan untuk :

1. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam
merealisasikan penanaman modal;

2. Penanaman modal yang membutubkan tenaga keriz asing vang bersifat
sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnys,

dan pelayanan purnajual; dan

Lad

Calon peranam modal yang akan melakukan penjajakan penanarman
modal.

Kemudahan  pelayanan danfatay  perizinan  atas  fasilitas
keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana
dimaksud di atas, diberikan setelah penanam modal mendapat
rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Selain ity
berdasarkan Pasal 23 ayat 3 UUPM, penanam modal asing juga diberikan
fasilitas, yaitu:

a. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selams 2
{dus) tahun;
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Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal
menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia
selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi
pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun
diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi
pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun
diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan ; dan

Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi
pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tingpal tetap diberikan.

Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari

Badan Koordinasi Penanaman Maodal.

Berdasarkan Pasal 24 UUPM kemudahan pelayanan dan/atau

perizinan atas fasilitas perizinan impor bagi penyelenggaraan penanaman

modal asing dapat diberikan untuk impor barang sebagai berikut:

1.

Baranpg yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;

2. Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan,
keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;

3. Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan

4. Barang modal atau badan baku untuk kebutuhan produksi sendiri;

2.1.2.10 Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan Penanaman

Modal Asing
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UUPM tidak mengatar mengenal prosedur dan tata cara
pengesahan dan  perizinan perusahaan  penanaman  modal  ssing.
Berdasarkan Pasal 25 UUPM, penpesaban pendivian badan usaha
penanaman modal asing vang berbentuk perseroan terbatas dilakukan
sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan berlaku, yaitn
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
peraturan pelaksanaannya. Perusahaan penanaman modal yang akan
melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dari instanst yang memiliki kewenangan,
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin tersebut dipercich
melalui pelayanan ferpadu satu pinfu,

Berdasarkan Pasal 26 ULPM, pelavanan terpadu satu pintu
bertujuan membaniu penanam modal aging dalam memperoieh kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi menpgenai penanaman modal.
Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang
berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian
atau pelimpahan wewenang dari lembapa atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan di fingkat pusat atan lembaga
atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan
di provinsi atau ksbupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara dan
pelaksanaan pelavanan forpadu sstu pinfu diatar depgan Peraturan

Presiden.

21211 Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman
Modal Asing

Berdasarkan Pasal 27 UUPM, pemerintah mengkoordinasi
kebijekan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintab,
gntara instansi pemerinfah dengan Bank Indonesia, entara instansi

pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah dagrah.
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Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan

oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badar Koordinasi Penanaman

Maodal dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawsb langsung

kepada Presiden. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diangkat -

dan diberhentikan oleh Presiden.

Berdasarkan  Pasal 28 UUPM, dalam rangka koordinasi

pelaksenaan  kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan

Koordinasi Penanaman Modal mempunyai fugas dan fungsi scbagai
berikut:

4.

Melaksanakan, tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman maodal;

. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman maodal;
. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksansan kepiatan dan

pelayanan penanaman modal;

Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di dasrab
dengan memberdayakan badan usaha;

Membuat peta penanaman modal Indonesia;

Mempromosikan penanaman modal;

Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melakui pembinaan
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan
daya saing, menciptakan persaingan usaha vang schat, dan
menyebarkan  informasi  yang  seluas-luasnya dalam  lingkup
penyvelenggaraan penanarnan modal;

Membantu  penyelesaian  berbagal hambatan  dan  konsultasi
permasalahan yang dihadapl pepanam modal dalam menjalankan
kegiatan penanaman modal;

Mengkoordinasi penenam modal dalam npegeri yang menjalankan
kegiatan penanaman modainya diluar wilayah Indonesia; dan

Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu
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Selain tugas koordinasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal
bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang -undangan,

Berdasarkan Pasal 29 UUPM, dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya serta pelayanan terpadu saty pinty, Badan Koordinasi
Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari
setiap sekior dan dagrah terkalt denpan pejabat vang mempunyai

kompetensi dan kewenangan,

21.2.12 Penyelenggaraan Urusan Pengnaman Modal Asing

Dalam Pasal 30 UUPM menyebutkan bahwa, pemerintah dan/atan
pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi
pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah daerah menyelenggerakan
urusan penanamarn modal yang menjadi kewenangannya, kecwali wrusan
penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah,

Penvelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarken pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisienst pelaksanaan kegiatan penanaman
modal. Penyslengparaan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas
provinsi menjadi urusan Pemerintah,

Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas
kabupaten/kota menjadi wrusan pemerintah provinsi. Penyeleniggaraan
penanaman modal yang roang lingkupnya berada dalam  satu
kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupatenfkota.

Dalam urusan pemerintzhan di bidang pensnaman modal, yang
menjadi kewenangan Pemerintsh adalah;

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam vang tidak

terbaharukan dengan fingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
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2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas
tinggi pada zkala nasional;

3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung
antar wilayah atan ruang lingkupnya lintas provinsi;

4. Penanaman modal yang terkail pada pelaksanaan strategi pertahanan
dan keamanan nasional;

5. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan
modal asing, yang berasal dad pemerintah negara lain, yang
didasarkan perjanjian vang dibvat oleh Pemerintah dan pemerintah
negara lain; dan

6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah
mentrut undang-undang;

Dalam urusan pemenntshan di bidang penanaman modal yang
menjadi  kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud di  atas,
pemerintah menyelenggarskannya  sendid, melimpshkannya kepada
gubernur  selake  wakil pemerintah, atan  menugasi  pemeriniah
kabupaten/kota. Ketentuan mengenal pembagian urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.2.13 Larangan Dan Sanksi Bagi Penanaman Modal Asing

Berdasarkan Pasal 33 UUPM, penanaman modal dalam negeri dan
penanamzn modal asing yang melakuken penanaman modal dalam bentuk
perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian danfatau pernyataan yang
menegaskan bahwa kepemiliken saham dalam perseroan terbatas untuk
dan atas nama orang lain. Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan
penanaman modal asing membuat perianjian dan/atau pemyataan bahwa
kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang
lain, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum,
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Dalam hal penanaman modal asing yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah
melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan,
pengeelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya
lainnva untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian
negara berdasarkan temuao atau pemeriksaan oleh pilk pejabat yang
berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama
dengan penanam modal yang bersangkutan.

Berdagarkan Pasal 34 UUPM, perusahaan penanaman modal asing
vang tidak memenuhi kewajibun sebagai penanatm modal sebagaimana
ditentukan dalem Pasal 13 UUPM, dapat dikenai sanksi administratf
berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pembatasan kegiatan usaha;

¢. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d, Pencabutan kegiatan usaba dan/atan fasilitas penanaman medal.

Sanksi administratif di atas diberikan oleh instansi atau lembaga
yang berwenang sesua dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.
Selnin dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perscorangan
dapat dikenai sanksi lainnya sesual dengan  Ketentuan  peraturan

perundanp-undangan.

Pendirian Perusabaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)
Dasar-dasar hukum untuk pendinen perusahaan penanaman modal

asing (PT PMA) adalah scbagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal;
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Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994
tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing;

Peraturan Pemerintah Republik Indopesia Nomeor 83 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun {994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan
yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

Peraturan Presiden Republik Indonesis Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria dan Persvaratan Penyusunan Bidang Usahe Yang Terbuka
Dengan Persvaratan Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Namor 77 Tahun 2007 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Republik Indonesiz Nomar 111 Tzhun 2007
teniang Perubshan Atas Perafuran Presiden Nomor 77 Tahun 2007
tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan i Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indenesia
Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesghen Badan Hukom dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberiiahvan Perubshan Anggaran
Drasar dan Perubahan Data Perseroan;

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomer
57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman
Modal Yang Didirikan Dalarn Rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri dan Penanaman Modal Asing;

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
70/SK/2004 tontang Perubamhan Atas Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/8K/2004 tentang Pedoman
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dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal
Asing;

Peraturan Kepala Badan Koeordinasi Pepanaman Modal Nomor
17/P/2008 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua Atas Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/8K/2004
tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanamarn Modal Yang
Didirikan Dalam Rangka Pepsnaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing;

Peraturaneperaturan  pemerintah  dan  surat-surat keputusan  darn
pemerintah lainnya yang mengatur tentang Peranaman Modal Asing
dan/atau investasi

2.13.1 Persyaratan Pendirian Perusabazn Penanamans Modal

Asing (PT PMA)

Berikut ini, penulis hendak memaparkan persyaratan apa saja yang

diperlukan untuk melakukan pendirian perusshgan penanaman modal

asing:

a.

b.

Persercan didirikan oleh minimal 2 (dua) atau Iebil orang dar/atau
badan hukum, dengan akia nofaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia 2

Pihak-pihak yang dapat mendirikan perusahaan penanaman modal
asing adalah sebagai berikut:**

? Undang-Undang Perseroan Terbatas, ap. oif, ps. 7 ayat 1.
* Indonesta, Feraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan

Kedua Atas Keprtusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/5K/2004 tentang
FPedoman dun Tata Carc Permohonan Penanoman Modal Yeng Didivikan Daolum Ranghka
FPenaneman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal dsing, Peravwan Kepala BKPM No.
1/P/2008 Tahum 2608, ps. L.
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i.  Warga Negara Asing dan/atan badan hukum asing dan/atau
perusahaan PMA; atau
.  Warga Negara Asing dan/atay badan hukum asing dan/atau
perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia; atan
fii.  Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh penansrm modal asing.

c. Bidang Usaha dari perusahaan pemapaman modal asing yang akan
didiriken harus memenuhi keiteria-kyiteria yang ditentukan dalam
Peratran Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007
tentang Perubshan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007
tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal jo.
Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Di Bidang Penanaman Modal;

d. Jumlah modal investasi yang diperlukan untuk mendirikan kegiatan
usaha melalui perugahsan penanaman modal asing di Indonesia behumn
mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan peraturan tertulis, acuan
dasar hukum yang ada hanyalah ketentuan mengenal mintmun jumiah
modal dasar perseroan terbatas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima pulub
juta rupiah).®® Selain ito, untuk kegiatan usaha tertentu seperti usaha
perbanican, asuransi, stau freight forwarding, undang-undang juga
mengatur  ketentuan  minfmum  modal dasar  lebih  besar  Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”® Dewasa ini, pada prakteknya
anjuran dan/atau kebijakan dari BKPM untuk minimum jumlah maodal
investasi untuk penanaman modal asing adalah USD 250.000,- {dua
ratus lrma pulub ribu Dollar Amerika Serikat) untuk sektor jasa dan
perdagangan, sedangkan antok sektor industri biasanya lebih dari USD

® Undang-Undang Persoroan Terbatas, op. oif, ps 32 ayat 1
* 15id , ps. 32 ayat 2.
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250.000,- (dva ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat),
tergantung dari modal yang diperlukan kegiatan industrinya. Akan
tetapi jumlah modal investasi yang diajukan oleh para calon penanam
modal asing akan diperhitungkan lebih lanjut oleh BKPM secara
rasional sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha dari perusahaan
penanaman modal asing tersebut yang diajukan oleh penanam modal

asing.

2.1.3.2 Prosedur Pendirian Perusahaan Penanaman NModal

Asing (PT PMA)

Prosedur dan tata cara pendirian perusahaan penanaman modal
asing adalah sebagai berikut:

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemesanan nama
perseroan melalui notaris sesuat dengan ketentuan hukum yang berlaku,
hal ini penulis anjurkan agar pada saat mengajukan permohonan
penanaman modal baru ke Badan Koordinasi Penanaman Modal
("BKPM™), nama perseroan baru yang diajukan sudah tetap dan tidak
perlu diajukan perubahan nama perseroan lagi pada nantinya. Apabila
pemesanan nama perseroan dilakukan setelah melakukan permohonan
penanaman modal, kemudian pada saat dilakukan pemesanan nama
melalul notaris ternyata nama perseroan yang diajukan tersebut ditolak,
maka nama perseroan harus diganti dengan yang baru, yang harus diterima
dan disetujui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (“Depkumham™), selain itu serta perubahan nama perseroan
ini harus diberitahukan secara tertulis kepada BKPM.?

Hal kedua yang harus dilakukan setelah pemesanan nama

perseroan melalui notaris yang telah diterima dan disetujui oleh

#7 peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 Tahun 2008, op. Cit,, ps.1.
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Depkumbam, kemudian calon penanaman modal vang akan melakukan
kegiatan penanaman modal asing wajib melakukan permochonan kepada
Kepala BKPM., Surat persetujuan atas permohonan modal asing ditanda-
tangani oleh Kepala BKPM.** Permohonan penanaman modal baru
diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model rma’®

Dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk  mengajukan
permohonan penanaman modal baru adalah sebagai berikut:*®

1. Fotokopi anggaran dasar perusahaan dalam bahasa Inggris atau bahasa
Indonesia, apabila pendiri adalah perusahaan asing; atau

2. Fotokopi passport Warga Negara Asing yang berlaky, apsbila pendini
adalah perseorangan Warga Negara Asing.

3. Apabila pendiri adalah penisahaan penanaman modal asing yang sudah
berdiri di Indonesia, maka dokumen yang diperiukan adalah sehagai
bertkut:

a. Fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubshannya,
berikut persetyjuan atau pengesahan atan laporan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manvsia Republik Indonesia;

b. Fotokopt Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP™);

c. Fotokopi persetujuan-persetujuan investasi dari BKPM (SP/IUT
BKPM).

4. Apabila penditi adalah perusahaan Indonesia/lokal yang sudah berdiri
di Indonesia, maka dokumen yang diperiukan adalah sebagat berikut:
a. Fotokopl anggaran dagar perusahazn dan perubahan-peruhahannya,

berikut persetujuan atan pengesahan atau laporan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesizg;

* mdonesia, Kepousan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman
dan Tata Cara Fermohonan Fenanamuan Modal Yong Didirtkan Dolam Rangka Penanaman

Modal Datam Negeri dan Penanoman Modal Asing, Keputusan Kepala BKPM No, S%SK2004
Tahun 2004, 5. 2,

= Peraturan Kepals BKPM No, 1/9/2008 Tabun 2008, op. Cit, ps.l.
* Ihid., Lampiran 2, bagian Enclosurss, Formulir Model /EMA.
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b, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan NPWP pribadi yang masih
berlaku, apabila pendiri adalab perseorangan Warga Negara Indonesia;

§. Diagram Alur atau Flow chart dan deskripsi dari proses produoksi dan
bahan baku yang diperlukan untuk menproses industed atau deskripsi
atau penjelasan dan kegiatan usaha untuk sector jasa;

7. Surat rekomendasi dari Menteri teknis dan instansi pemerintshan lain
yang terkait, jika diperlukan,
Jika rekomendasi belum didapatkan, perusahaan dapat mengajukan
permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan
fotokopi dari surat permohonan unfuk pengajuan surat rekomendasi ke
Menteri teknis dan insiansi pomerintahan Isin yang terkeit, fermasuk
tanda penerimaan surat dari instansgi-Instansi ferkait terscbut. BKPM
akan mengirimkan surat ke instansi-instansi ferkaii tersebut mengenai
pengajuan rekomendasi dari perusahaan, dan apabila dalam waktu 17
(tuiuh belas) har tidak ada respon atau rekomendasi, BEPM akan
menerbitkan  surat perselpjuan  iavestasi. Khusus untuk bidang
Perikanen Tangkap, surat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan
Perikanan tetap diperlukan sebelum surat persefujuan  investasi
dikelnarkan oleh BKPM,

8. Surat kuasa kepada pihak yang menandatangani dan/atau mengajukan
permaohonan, apabila para pendiri diwakili oleh pihak lain,

Surat persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali
bidang-bidang wusaha yang memerfukan  konsultasi  dengan
Departemen/Instansi terkait.”!

Persetujuan atas permochonan penapaman modal akan diterbitkan
dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing ("SP PMA™)

dengan tembusan kepada:3 2

 bid, ps. 1.
= tid,
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a. Menteri Dalam Negeri;

b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yvang
bersangkutan;

Menten Keuangan;

a o

Menteri Negara Lingkuogan Hidup;

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Gubermir Bank (ndonesia;

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

i Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

= oo

i.  Direktur Jenderal Peratutan Perundang-undangan;
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan,
1. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;

m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
n. Bupati/Walikota yvang bersangkutan,

Surat Pesetyjuan Penanaman Modal akan batal demi hukum
apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru das 2 {dua)
tzhun bagi proyek perluasan sejak tanggal dikelvarkan tidak ada realisasi
proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administras:
ataupun dalam bentuk fisik.?

Tahap ketiga vyang harus dilakukan dalam proses pendirian
perusahaan penanaman modal asing, setelah SP PMA diterbitkan oleh
BKPM, kemudian notaris akan membuat akia pe,nd'u‘ian34 berdasarkan SP
PMA yang telah diterbitkan bagi perusahaan pepanaman modal asing
tersehut, serta mengajukan proses pengesahan untuk akfa pendirian
tersebut sesual dengan ketentvan-ketentuaa dalam UUPT dan ketentwan-
ketentuan lainnya serta prossdur-prosedur yang berlaku. Akta pendirian

perseroan tersebut memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagal berikut:™

# Keputusan Kopala BKPM No. S7/8K/2004 Tahun 2004, op. cif. ps. 3,
# Undang-Undang Porscroan Terbatag, op, coif, ps. 7 ayat L.
% thid., ps. § ayat 1.
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1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan
kewarganeparaan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan
dan alamat lengkap serta nomor dan tenggal Keputusan Menteri
mengenal pengesahan badan hukum dari pendini Perseroan;

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lshir, pekerjaan, tempat tinggal,
kewarganegaraan anggoeta Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama
kali diangkat;

3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian sabham, rincian
jumlah saham, dan nilai nominal saham yang felah ditempatkan dan
digetor.

Setelah salinan akfa peadirian perusahaan penanaman modal asing
dikelvarkan dan diproses pengesabannya ke Deplambam, serta
pengumumannya dalam Berita Negara oleh notaris sesuai dengan prosedur
dan tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan UUPT, perusahaan
harus mulai mengurus dokumen-dokumsn perijinan yang akan diperlukan
sebaga berticut:

a. Surat Keterangan Domisil;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat Pengukuhan Pengusahasn Kena Pajak;

Tanda Daftar Perusahaan.

s o

Seilain dokumen-dokumen perifinan vang telah disebutkan diatas,
berdasarkan Pasal 2 KKBKPM No, 57/8K/2004, PT PMA vang telah
memperoich SP BKPM waiib mengajukan permohonan untuk memperoleh
perizinan pelaksanaan yang diperiukan untuk pelaksanaan penanaman
modal yang terdid atas:™®
1. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa:

a. Angka Pengenal Importir Terbatas;
b. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/lzin Perluasan;

¢. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

* Keputusan Kepala BKPM No, $7/8K/2004 Tahun 2004, ap. cit. ps. 2 ayat 4.
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d. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

¢. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

f. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang
bekerfa di lebih dan 1 (satu) Provinsi.

g Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan
Barang Modal atau Bahan BakwPenolong dan Fasilitas Fiskal
ainnya.

2. Perizinan vyapg diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesmal
kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah
KabupatenfKota dalam 1 (satu} Provinsi.

3, Perizinan vang diterbitkan oleh Pemerintah Xabupaten/Kots, berupa:

&, Izin Lokasi:
b, Serifikar Hak Atas Tanah;
¢. Izin Mendirikan Bangunan;

d. Izin Undang-Undang Ganggoan/HO.
PT PMA berkewsjiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan
Pepanaman Moedal {(LEPM), yaifu laporan berkala mengenai
perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan

tata cara sebagaimana yang ditetapkan.

Perubahan Dalam Penanaman Meodal Asing (PT PMA)

Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib
memperoleh persetujuan Kepala BKPM. Perubahan atas ketentuan proyek
yang wajib memperoleh persetujuan terdirl dart 37
a. Perobahan lokasi proyek;

b, Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas};

¥ Perataran Kepala BKPM No. 1/P/2008 Tahur 2008, op. Ciz, ps.1.
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Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;

Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA,;

Perubahan status perusabaan PMA menjadi perusahaan PMDN,
Perubahan status perusabaan PMDN atau Non PMDN/FPMA menjadi
perusahaan PMA,;

g. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;

& o p

™+

h. Penggabungan perusahaan (merger).

Perubahan atas ketentuan proyek di luar perubahan yang telah
disebutkan di atas herus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala
BKPM, vaitu **

a. Perubaban nama perusahaan;
b. Perubshan alamat pernsshaan.

Setiap permchonan  harws  ditandadangani  oleh  pimpinan
perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa
disertal dengan surat kuasa,

Perubahan Kepemiltkan Sabham Dalam Perusahaan Penanaman
Muodal Asing (PT PMA)

Dalam sub bab ini, penulis akan membahas secara terperinei
mengenai ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur mengenai perubahan
kepemilikan saham dalam PT PMA, khususunya PT PMA tertutup, yang
dilakukan melalul mekanisme pengalihare atau jual beli atas saham
sebagaimana terkait dengan bahasan pokok penulisarn tesis ini.

Hal penting yang perfu diperhatikan sebelum dilakukannys
perubahian kepemilikan saham dalam PT PMA, yaitu bahwa perubahan
kepemilikan saham tersebut harus memperhatikan dan tidak berfentangan
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomeor 111 Tahun 2007

% 1hid.
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tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, mengenai ketentuan-
ketentuan batasan prosentase kepemilikan asing, dan persyaratan yang
barkaitan dengan bidang usaha perusahaan PMA yang bersangkutan,
schagat acuan perubshan kepemilikan saham. Selama perabahan
kepemilikan saham tidak merubah komposisi prosentase kepemilikan
saharn antara sabham asing dan saham Indonesia, pads umumnya
perubahan kepemilikan saham tersebut dapat dilekukan dalam persercan.

Pengalihan hak milik atas sshar dapat terjadi dengan berbagal
macam cara yang memungkinkan terjadinya peralthan hak milik atas
benda lainnya. Pada umumnya peraliban hak milik dapat terjadi karena:*®
1. Periangian, raisalnva dalam bentuk jual beli, tukar menukar atay hibah,
2. Undang-undang, misainya dalam hal rerjadinys pewarisan;

3. Karena putusan hakim vang berkekuatan tetap atau yang dipersamakan
dengan itu., seperii halnya melalui pelelangan.

Dasar-dasar hukuwm pengalihan atau jual beli atas saham dalam
sshuah perseoan terbatas berstatus penanaman modal asing mengaca
kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(“KUH Perdata™) tentang Perikatan;

b, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

¢. Undang-Undang Republik Indocesia nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

d. Peratwran-peraturan  pelaksansan dari Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbailas;

* Widisja, op ¢it, kim. 43,
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e, Keputusan Kepals Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
57/8K/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman
Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Pensnaman Modal Dalam
Negeri dan Penanaman Modal Asing;

f Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
70/5K/2004 1tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/8K/2004 tentang Pedoman
dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Maodal Dalam Negeri dan Penanaman Modal
Asing,

g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
1/P/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S$7/8K./2004
tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang
Didirikan Dalam Raogka Pesanaman Modal Dajamn Negeri dan
Penanaman Medal Asing;

h. Anggaran dasar perseroan penanaman modal asing.

2.1.5.1 Prosedur Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Pernsahaan
Penanaman Modal Asing (PT PMA)®

Prosedur pengalthan atzu jual beli hak atas saham dalam scbuah
perseroan terbafas berstatus penanaman modal asing adalah sebagai
berikut:*’

1. Keharusan menawarkan terlebib dabuslu sahamnya kepada pemegang
saham kiasifikasi tertentu atan pemegang saham lain sebelum saham
tersebut dijual ke pihak ketiga;

@ Undang-Undang Persercan Terbatas, op. iz, ps. 55-39.
* Widiaja, op. cif, blm. 4445,
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Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 UUPT, dan anggaran dasar
perseroan, pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu
sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang
saham lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal penawaran dilakukan, apabila ternyata pemegang saham yang
ditawarkan tersebut tidak menggunakan haknya untuk membeli saham
yang ditawarkan tersebut, pemegang saham penjual dapat menawarkan
dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran tersebut,
setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. Penawaran
tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali.

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dar organ

perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);

Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 59 UUPT, dan anggaran dasar
perseroan, pemberian persefujuan pemindahan hak atas saham yang
memerlukan persetujuan organ persercan atan penolakannya harus
diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima
permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut telah lewat
dan organ perseroan tidak memberikan pemnyataan tertulis, organ
perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
Jika pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan,
pemindahan hak harus dilakukan dengan akta pemindahan hak dalam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan diberikan.
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3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulyu dari instansi yang
berwenang sesuat dengan keteniusn perahiran perundang-undangan,

menurat Pasal 57 dan anggaran dasar perseroan;

Apabila  terjadi perubshen kepemilikan saham  dalam  dalam

perusahaaan penanaman rmodal asing, wailb diajukan permohonan

perubshan kepemilikan saham bagl perusahaan PMA, vang diajukan
kepada Kepala BKPM dalam 2 {dua) rangkap dengan menggunakan
formulic Model Tl BKPM.*

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan

perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA kepada Kepala

BKPM adalah sebagai berikut*

a. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhin;

b, Rekaman surat-surat persetujuan/IUT BKPM, dan perubahan-
perubahannya;

¢. Alasan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan;

d. Rekaman risalah RUPS atau keputusan sirkular atau kesepakatan
para pemegang saham, yang ditandatanpani olch sclurub permegang
gaham dan diketahwt oleh notaris, atau pemyataan keputusan rapat
atau berita acara rapat dalam bentuk akts notaris, yang memuat
perjanjian kesepakatan  perubshan modal  perseroan, atau
persetujuan perubahan pemilikan saham;
Risalah RUPS yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat
vang dibuat notariss, harus dinyatakan dalam akta notaris paling
lambat 30 {(tiga pulub) han terhitung sejak tanggal keputusan
RUPS berdasarkan Pasal 21 ayat S UUPT;

¢. Dokumen-dolumen dari pemegang saham bacu, yailu

“* Keputusan Kepala BKPM No. $7/8K72004 Tahun 2004, op. cit. ps. 18,
“ Peraturan Kepala BKPM No. 172008 Tahun 2008, op iz, Lampiran 8, bagian
Enclosures, Fermuliy Model ITI/PMA.
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Rekaman akta pendirian dan perubahannya dengan
pengesahan  dari Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manmusia, serta rekaman Momor Pokck Wajib Pajak, bagi
calon pemegang saham bary yang merupakan badan hukum
indonesia;

Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku serta Nomor Pokok Wajlh Pajak, bagi calon
pemepang ssham baru yang merupakan perorangan Wargs
Negaia Indonesia;

Kekaman Paspor yang masih berlaku, bagi calon pemegang
saham baru yang merupakan Warga Negara Asing;
Rekaman akta pendirian (drticle of dssociation) dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris,
bagi calon pemegang saham baru yang merupakan badan
hukum asing;

Khusus untuk perusahaan Kontrak Karya (KK) dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2R) harus mendapat rekomendasi dari Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu. Dalam
hal surat rekomendasi belwn ada, perusshaan dapat
mengajukan permohionan penanaman modal ke BXPM
dengan  melampirkan  surat  permohonan  rekomendast
kepada instansi toknis disertai dengan tanda terima surat
permohionan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengicm
surat kepada mstansi teknis tentang rekomendasi fersebut
dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujubh
belasy  hari  kerja  rckomendasi  tersebut  belum
dikelvarkan atau fidak ada fenggspan, maka BRKPM akan
mempreses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan

penanaman modal yang bersangkutan,
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vi.  Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/atau
yang mengurus permohonan tidek dilakukan oleh pemohon

sendiri.

Persetujuan perubahan atas permohonan tersebut diterbitkan dalam
bentuk Surat Persciujuan Pervbahan Kepemilikan Sazham dengan
tembusan kepada instansi lerkait. Surat Persetnjuan tersebui diterbitkan
sclambat-lambataya 5 (lima) hari kerja sejak diferimanya permohonan

yang lengkap dan benar,

Pemindaban hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak,
yang dapat berbentuk perjanjian jual beli saham yang dibuat dibawah
tangan antar pihak atau berbentuk akia notaris, schbagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 56 UUPT. Akia pemindahan hak fersebut

salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan,

Akts peminddahan hak afas saham tersebut mulai berlaku pada saat
dilakukan penyerahan atas saham tersebut dari penjual Kepada
pembeli, berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Yang mana saham
dalam persercan yang diperfual belikan, serta yang diserahkan tersebut
merupakan saham atas nama berdasarkan Pasal 48 ayat 1 Undang.
Undang Nomor 40 Tahun 2007, Kemudian notaris akan membuatkan
akia cessie atas penyerahan saham atas nama tersebut.

Rigalah RUPS mengenai persetujuan penjualan saham berikut
perubahan anggaran dasar mengenai kepemilikan saham, surat
persetujuan BKPM mengenai perubahan kepemilikan saham, dan akta
pemindaban hak, adalah dasar bagi notaris untuk membuat Akta
Pernyataan Keputusan Rapat mengenai adanya pengalihan atas saham
dan perubahan anggaran dasar mengenai kepemilikan saham dalam

DETSErOan;
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7. Perubahan anggaran dasar mengenai perubahan kepemilikan saham

3.

dalam perseroan ini cukup diberitahukan kepada Menteri, Pemberitahuan
kepada Menteri harus dilakukan notaris paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal akta akia pemindahan hak atas saham
sebagaimana ditentukan dalem Pasal 56 UUPT. Setelah lewat bafas
waktu 30 (tige pulub) hbart sebagaimena dimakeud di  atas
pemberitahuan perubaban anggaran dasar tidak dapat diajukan atau
disampaikan kepada Menteri.

Perubahar anggaran dasar mengenal susunan perubahan pama pemegang
saham dalam perseroan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat
penerimaan pembieritahuan perubahan angparan dasar oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 57 avat 2 UUPT, persyaratan pengalihan atau

permindahan hak atas saham sebagaimana telah dijelaskan di atas pada
angka 1, 2 dan 3, tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham
disebabkan karena peralihan hak karena hukum, antara lain peralihan hak

sebagal akibat penggabungan, peleburan atau pemisahaan dalam perseroan

terbatas, kecuali berkenaan dengan peralihan hak karena warisan.

Analisis Yuridis Pokok Permasalahan Bulium

1. Apakal perjanjian jual beli salizm yang dibuat dibawah tangan olel

para pihak tersebut sah secara hukum?

Perjanjian adalak suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang luin atau lebih*® Dari

rumusan mengenal perjanjian  tersebut memberikan  konsekuvenst

* Kitab Undang-Undanyg Kukum Perdata {Burgariijk Wetbosk), diteriomabkan oleh K

Subektl dan R, Tiitrosudibio, oet. 23, {Jakarta: Pradnys Paramdta1990), ps, 1313,
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hukum bahwa dari perianiian Izhiriah suatu kewajiban atau prestast
dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pibak lainnya yang
borhak atas prestast tersebut ™

Perjanjian jual beli saham mm termasuk kelompok dalam
perjanjian yang timbul karena persefyjuan, sesuai dengan apa yang
yang telah dinyatakan dalam Pasal 1233 ayat 1 KUJH Perdata, yaitu, ”
Tiap-tiap  perikatan dilahivkan, baik kovena suatu persetujuom,
maupun karena undang»undang.".“

Apapun yang disepakati oleh para pihak, selama dan sepanjang
memenuhi persyaratan sahoya petjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata, adalzh gah dimata hulkam. Pasal 1320 KUH
Perdata, menyatakan bahwa*Umuk sehnva perjanjign-perfanjion,
diperlulam empat syaras, yeitu:”

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapar untuk membuai sugiu perikatan;

3. Suatu bl tertenty,

4, Suatu sebab yang tidak dilarang.”

Dari empat persyaratan sahnya perjanjlan  vanmg telab
disebutkan diatas, penulis hendak mengkaji empat syarat fersebut
dengan Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan yang telah dibuat
oleh para pibak, dengan persyaratan bahwa perjanjian jual beli saham
tersebut akan berlaku apabila jual beli saham tersebut telabh mendapat
persetujuan dari BKPM, sebaliknya apabila persetajuan dari Badan
Koordinasi Penamaman Modal tersebut tidak  dipernwhi, maka
Perjanjian Jual beli Szham tersebut akan batal demi hukum untuk
dilaksanakan.

 Gunawan Widjaja, Ser! Hukwn Biswis: Memahami Prinsip Keterbukaon Dalam Hukum
Perdota, B4, 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) him 248-249.

' Ibid., him. 325.

* Kb Undang-Undang Hokem Perdata (Burgerlilk Wetboek), op. oif., ps.1320.
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Pengkajian unsur-unsur sah nya perjanjian terhadap Perjanjian
Jual Beli Saham tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini berhubungan dengan asas konsensuil dari hukum
perjaniian, bahwa sudah jelas antara para pihak telah terjad
kesepakatan untuk melakukan pengaliban sabam, berdasarkan
kemauan bebas para pihak tenpa adanya suatu paksaan apapun,
yang mana dengan kata sepakat antars para pihak tersebut
mengakibatkan perjanjian jual beli seham ftersebut mengikat para
pihak, terbukti dengan dibuatnya dan eksistensi Perjanjian Jual
Beli Saham antara para pihak tersebut, 2

b. Kecakapan untuk membuat suatyu perikatan

Dalam perianjian jual beh ssham ini dilakukan oleh para pihak
vang merupakan badan bukum Indonesia, badan hukum asing yang
telah nyata berdiri dan mempunyai dokumen-dokumen buki
pendirian, pengesahan dan pendaftaran badan hukum, sedangkan
pihak perseorangan warga npegara Indonesia telah memenuhi unsur
kecakapan yang disebutkan diatas. Para pihak tersebui diwakili
oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan valid untuk mewakili
badan hukum fersebut sesuai anggaran dasamnya dan pihak
perseorangan yang mewakilt dirinya sendiri.

Syarat-syarat kecakapan seseorang berdasarkan KUH
Perdata, yaitu:
a. Telah dewasa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, vakni telah

berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;*

“ Widiaja, op. cit, hlm. 263,
“ Prof. R. Subcktl, Pokok-Pokek Hukum Perdata, cst, 31, (Jakarta; PT intermasa2003),
Bl 55,

i}piversitas Indonesia

Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009



54

b, Tidak berada dibawah pengampuan berdasarkan 433 KUH
Perdata, yakni dalam orang dewasa yang mengalami sakit
ingatan, dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;™

Oleh karena itu Perjanpian Jual Beli Saham ini dibuat oleh pihak-

pihak yang cakap menurut hukum.

¢, Suaitu hal terterty

Perjaniian Jual Beli Saham ini jelas mengatur mengenal suatu hal
tertentu, vakni jual belt ssham dalam perseroan. Oleh karens i
apa yang telah diperjanjikan antara pama pihak telah dinyatakan

secara jelas dalam perjanjian.”'

Suatu sehab yong tidak dilarang

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk
membuat perjanjian serta menyusun dan membuat perjangian yang
melabirkan kewajiban apa saja, sclama dan scpanjang prestasi
vang wajtb dilakukan tersebut bukanlah sesuatu vang terlarang
berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, menyatakan bahwa, “Swen
sebab adalah terfarang, apabila dilarang oleh undang-undang,
alay apabila berlewanan dergan kesusilaan baik atay ketertiban
umum.” 2

Perjanjian jual beli ini Hukum perjanjian bersifat terbuka, dengan
pengertian bahwa setiap orang bebas unfuk membuat perjanjian
tentang segala hal tertentu dalam hal ini jual beli saham, dalam
bentuk apapun juga, dengan siapa saja mengenai suatn benda

tertentu, selama dan sepanj ang:>

* Tbid., hlm $6-57.
5 Widjaja, op. oit., him. 275276,

2 Ibid.

B Ibid., blm 301,
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1. Perjanjian tersebut berada di lapangan bidang hukum di mana
mereka dinmngkiokan untuk berjanji atau bersepakss; dan

2. Tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum, yang berleku dalam masyarakat di mana
perjanjian it dibuat dan/atan dilaksanakan,

Perjanjiian Jual Beli Saham ini dengan jelas menyatakan
bahwa perjanilan akan berlaku apabila telah mendapatkan persetujoan
BKPM mengenai pengalihan sabamnya, hal ini jelas menandakan
bahwa perjaniian ind tidak bertentangan dengan undang-undang,

Jenis perjanjian inl diatur juga cleh Pasal 1253 KUH Perdata,
vaitu, "Suatu perilatan adalah bersyarat manakala ia digantunghon
puda suatuy peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum
ety akon terfedi, bauik secara menangguhkan perikatan hingga
terfadinya peristiwg semacam itu, maupun secara membatalkan
perikatan menurut terjadi atau terjadinya peristiwg tersebut”. Semua
syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin
terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilagn baik, atau
sesuatu vang dilarang undang-undang adelah batal dan berakibat
bahwa persetujuan yang digantungkan padanys tidak berdaya
berdasarkan Pasal 1254 KUH Perdata.™

Dari pepgkajian Perjanjian Jual Beli Saham diatas dengan
unsur-unsur sah nya perjanjian berdasarkan KUH Perdata, maka
Perianjian Jual Beli 8zham ini adalah perjanjian yang sah menunat
hukum.

Dengan dibuatoya perjanjian oleh para pihak fersebut suafu
perjanilan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undeng
bagi mereka yang membuainva, vang dalam hal ini memuat perikatan
atau kewaliban atau prestasi yang harus dilakeanakan, dipenuhi atau

dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjenjisn tersebut, baik secara

3 Brbekt, op. cit., blra, 128,
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bertimbal balik maupun tidak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH
Perdata, yang menyatakan bahwa, "Semua perfawjion yang dibuat
secara sah berloku sebagoi undong-undang bagi mercha yany
membuatnya.”. >

Pasal 1339 KUH Perdata, menyatakan bahwa, ”Perfanjian-
perjenjian tidak hanye mengikat wntuk hal-hal yang secara legas
dinyatakan didadlamnya, tetapi juga wntuk seguln sesuaty yang
menurul sifal perjanjian, diharuskan oleh kepatuian, kebiasaon atau
wdang-undong”, dari rumusan ini terlibat jelas babwa kepatutan,
kebiasaan yeng berlaku selempat di mane perianjian Hu dibual juga
mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 1340 KUH Perdats, menyatakan bahwa, "Perfanjion-
perjanjian hanya berlaku awmtara pihak-pihak yang membuatnya.
Perjanfian tidak dapat merugikan pihak ketiga; dan perianfian tidak
dapat memberi keuntungan kepade pihak ketige selain dalam hal yang
diteniukan dalam Pasal 1317, Rumusan pasal ini secara jelos dap
tegas menyatakan bahwa suste perjanjian yang diadakan antara dus
pihak hanya berlsku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut.
Pihak ketiga manapun juga, diluar para pihak yang bersepakat, tidak
dapat dirugikan kepentingannys karena adanya kesepakatan antara
kedua pihak yang membuat janji tersebut. Demikian juga bahwa pihak
ketiga, diluar para pihek yang beganji, tidak dimungkinkan wntuk
memperoleh keuntunpan dari suatu perjanjien vang dibuat oleh para
pihak yang saling bergepakat terscbut,

Pasal 1333 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa,
YPerjanjian-perjaniian  harus  dilaksanakan dengan itikad  baik.”,
rumusan pasal igi memberikan arti bahwa segala sesuatu yang telah

disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam

* Widjaja, op. cit., him. 281,
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tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan
kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.®

Apakah dasor hok karyawan mengajukan keberatan atas pengambil
aglihan soham kepada persercan berdasarkan Surat Pernyataan

KRarvawan?

Isi dari Surat Pernyataan Karyawan yang menyatakan tidak
dapat menerima perubahan kepemilikan saham dan tidak bersedia
untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perseroan, dengan zlasan-
alasan sebagai berikut:

a. Prosedur pengambilalihan saham fidak sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam UUPT, dan perseroan lalai dalam
melakukan pengumuman atas tindakan pengambilalihan sesuai
yang diwajibkan Pagal 127 ayat 2 UUPT.

b. Bahwa keputusan perseroan untuk menjual 40 % {empat puluh
persen) saham milik pemegang sabam Indonesia ini bertentangan
dengan Pasal 12 UUPM, serta Peraturan Presiden nomor 111 tahun
2007,

¢. Bahwa karyawan berhak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja
dengan perseroan dan berhak untuk mendapatkan upah pesangon
sesual dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan,

Dari pernyataan karvawan tersebut diatas, penulis hendak
mengka}i alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh karyawan
berdasarkan hukum yang berlaku, dengan analisa sebagai berikut:

Alasan perfama pada huruf a di atas tidak berdasar, karena
prosedur pengalihan 40% (empat puluh persen) saham yang dilakukan
oleh perseroan adalah bukan tindakan penpambilaliban atan akuisisi,

* Widiaja, op. ¢t him 283,
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sebagaimana pengertian mengenai tindakan “pengambilalihan” itu
sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UUPT, yang menystakan bohwa,
" Pengambilalihan adalah perbuaton hukum yang dilakwkan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan
vang  mengakibathan  beralihnya  pengendalian  alas  Perseroon
tersebut.””’ Berdasarkan pasal ini, tindakan pengalihan 40% (empat
puluh persen} saham yang dilakukan oleh perseroan bukan merupakan
tindakan pengambilalihan, dikarenakan pengalihan 40% (empat pulub
persen) saham yang dilakukan oleh persercan fidak menyebabkan
beralihnya pengendalian atas perseroan, sementara pengendalian atas
perseroan tetap berada pada pengendalian pemegang saham asing lanma
yang telah memiliki 60% (enam puluh persen) saham dari sebelumnya.
Oleh karena itu proses pengalihan 40% (empat puluh persen) ssham
vang dilakukan olely perseroan tidak perlu dilakukan pengumuman di
surat kabar oleh perseroan atas findakan pengalihan saham terschbut,
sesual yang diwajibkan pasal 127 ayart 2 UUPT, dan prosedur
pengaliban 40% (empat puluh persen) saham vang dilakukan oleh
perserean sudah sesual dengan prosedur hukum yang beriaku,

Alasan kedua dalam hurof b di atas, babwa pengalihan 40%
(empat puluh persen) saham yang dilakukan oleb perseroan tidak
bertentangan dengan batasan prosentase kepemilikan saham milik
penanam modal asing, berdasarkan Pasal 12 UUPM mengenai bidang
usaha peranaman modal, serta Peraturan Presiden nomor 111 Tahun
2007 tentang Perubshan Atas Peraturan Presiden Nowor 77 Tahun
2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Pepanaman Modal.

Perlu diketahoi bahwa bidang usaha perseroan adalah “lasa
konsultasi, verifikasi, supervisi dalam peralatan industri, minyak dan

gas burpi, serta jasa konsultasi dan teknik pemeriksaan termasuk

7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ap, ot ps. 1.
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klasifikasi kapal”. Batas kepemilikan prosentase kepemilikan saham
asing untuk bidang usaha tfersebut tidak diatur dalam Persturan
Presiden nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Ussha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Penanaman Modal.

Qleh karena itu, berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UUPM,
menyatakan bahwa, "Semua bidang usaha atau jenis usaha terhuka
bagi kepiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis
uszha yang dinyatakan tertutup dan ferbuka dengan persyaratan.™,
maka kepemilikan saham asing dalam perseroan diperbolehkan untuk
sepenuhnya dimiliki oleh para pemegang seham asing. Meskipun pada
prakiek proses permohonan persctujuan perubahan  kepemilikan
saham, yang disetujui oleh BKPM adalah prosentase kepemilikan
saham asing maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari 100%
(seratus persen} kepemilikan saham asing yang diajukan, dikarenakan
kebijzkan BKPM atas pertimbangen kegiatan wusshe jasa yang
dilakukan  oleh  perseroan  berhubungan dengan minyak dan pas
bumi,

Dalam hal ini, perseroan telah mengikuti dan melaksanakan
kebijakan yang telah dikeluarkan dan diputuskan oleh BKPM, dengan
melakukan pengalihan kembali sebesar 3% (lima persen) hak stas
saham, atas 40% {(empat puluh persen) saham yang telzh dibeli oleh
pemegang asing bars, kepada pemegang sabam Indonesia yang baru.

Alasan ketiga dalam huruf ¢ di atas, bahwa karyawan berhak
untuk tidak melanjutkan hubungan keria dengan perseroan apabila
ternyata karyawan tidak setuju dengan pengalihan ssham vang
dilakukan oleh perseroan atau kebijakan lain dari persercan, akan
tetapi karyawan tidak mempunyai hak untuk mempengaruhi keputusan
perseroan dalam hal pengalihan sabam tersebut, dikarenakan hanya
pemegang sabam memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan
melakukan suatu tindakan tertentn upiuk perseroan, terkecusli jika
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karyawan tersebut memiliki saham dalam perseroan. Selain itu, UUPT
fidak mengatur mengenai kewajiban perseroan, dalam hal ini
khususnya untuk perseroan terbatas tertutup, untuk melakukan
pemberitahuan maupun penawaran saham terlebih dahuln kepada
karyawannya atas saham persercan yang hendak dialibkan dalem
perseroan,

Atas keputusan karyawan untuk tidak melanjutkan hubungan
kerja dengan perseroan, dan keinginan fersebut muncul atas kemauan
karyawan sendin, maka karvawan tidak berhak untik mendapatkan
upah pesangon sesual dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dinyatakan
oleh karvawan dalam surat permyataannys kepada persercan, karera
pernutusan hubungan kerja antars karyawan dan perseroan fidak
terjadi karcna adanya percbahan kepemilikan sahmn berdasarkan
tindakan pengambilalihan atau akuisisi dalam perseroan,” melainkan
hanya pengaliban hak atas saham biasa. Oleht karena ity karyawan
atas keputusannyva untak tidak melanjutkan hubungan kerja dengan
perseroan, hanva berhak untuk mendapatkan hak-hak  sebagai
berikut:*

1. uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat |
jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-lndang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, bukan mendapatkan upah pessngon sesuai
dengan pasal 163 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dikaresakan pemutusan kerja dalam hal ini tidak
disebabkan karena adanya pemubahan status, penggabungan, atau
peleburan perusahaan.

Uang penggantian hak vang seharusnya diterima oleh karyawsn
yaity -5

** Ibid.

** Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagaokerjaan, U No. 13 Tahun 2003, LN
No. 39 Tahun 2083, TLN No, 4279, ps. 156 jo. 162,
8 fhid, ps. 156 ayat 4,
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a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum pugur;

b. Biaya atay ongkos pulang unfuk karyawan dan kelvarganya
ketempatl dimana karyawan diterima bekerja;

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
drtetapkan 15% (lima belas persen) dari uweng pesangon
daw/atau uvang penghargaan masa keda bagli yang
memenubi syarat;

d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersanra.

e. Uang pisah sebagaimena diatr dalam Pasal 162 ayat 2 jo.
Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tzhun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang besar dan pelaksanasnnya
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan

perjanjian keria bersama,

3. Apakah Eeputusan Sirkular Parg Pemegang Saham tersebit masil

lelap berlaku mengingat keputusan fersebul sudah lewat dari 30
hari, bagaimana penyelesaian untuk menyatakan keputusan sirkular

fersebut di hadepun netaris?

Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus
2008 tersebut, memutuskan mengenai 2 hal, yaitu:

a. Menyetujui pengalihan 40% (empat puluh persen) saham dalam
perseroan;

b. Menyetujui perubshan anggaran dasar perseroan  sehubungan
dengan adanya penjualan saham tersebut.

Berdasarkan Pasal 39 avat 1 UUPT, menyatakan bahwa
pemberian persetujusn pemindahan hak atas szham yang memeriukan
persetujuan Organ Perseroan, dalam hal inf RUPS. Tidak ada pengaturan
mengenai adanya batas waktu bahwa keputusan risalah RUPS yang tidak
dibvat dengan akta notaris, harus dinyatakan dalam akta notaris dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari.
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Berdasarkan Pasal 21 avat 5 dan ayat 6 UUPT menyebutkan
balrwa, perubaban anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita
acarg rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam aka nofaris
paling lambat 30 (tiga pulub) hari terhitung sejak fanggal keputusan
RUPS. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akia
notarts setelah lewat batas wakto 30 {tiga puluh) hari sebagaimana
dimaksud.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 UUPT menyebutkan
bahwa, perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat
persetujuan Menteri. meliputi:

a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Persercan;

¢. Jangka waktu berdivinya Perseroan;
d

. Besarnya modal dasar;

"

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atan

b

Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau
sebaliknya,

Sedangkan perubshan anggaran desar selain sebagaimana dimaksud
diatas cukup diberitahnkan kepada Menteri.

Permohonan  persetujuan atau  pemberitabuan  perubaban
anggaran dasar sebagaimana dimaksud di atas, diajukan kepada
Menteri, paling lambat 30 (tiga pulub) hari terhitung sejak tangpal akta
notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Setelah lewat batas
waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, permohonan persetujuan atau
pemberitahuan perubahan angparan dasar tidak dapat diajukan atau
disampaikan kepada Menteri,*’

Berdasarkan pemaparan di atag, Keputusan Sirkular Para
Pemegang Ssham ianggal 8 Agustus 2008 tersebut, hanya berlaku
untuk keputusan mengenal persetujuan pengaliban saham dalam

* Undang-Undang Perseroan Terbatas, op. ¢if, ps. 21 ayat 9.
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perseroan.  Sedangkan untuk  kepotusan mengenal  perselujuan

perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan adanys

penjualan saham dalam perseroan tidak berlaku karena sudah lewat
dari 30 (tiga puluh) hari, maka dari itu notaris tidak dapat membuatkan
akta pernyataan Kkeputusan rapat untuk Keputusan Sirkelar Para

Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut.

Maka dari v perserosn harus melakukan RUPS ulang, dalam
hal situasi pengalihan 40% {empat puluh persen) ssham dalam
perseroan sudah beralih ke para pemegang saham baru secars intemnal
persercan, RUPS ulang sudah dapat dilakukan oleh para pemegang
saham baru, yang mena keputusan-keputusan yang akan diambil dalam
RUPS ulang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan menegaskan kembali keputusan-
keputusan perseroan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular
Para Pemegang Saham fanggal 8 Agustus 2008 tersebut;

2. Menyatakan kembali menerima dan menyetujul tindaken penjualan
dan pembelian 40% (eropat puluh persen) saham dalam perseroan
sudah beraiih ke para pemegang saham baru, sehagaimana pula
sudah ditanda-tanganinya perjanjian jual beli saham tanggal 8
Agustus 2008 serta perjanjian jual beli saham tanggal 17 Oktober
2008.

3. Menyatakan kembsli meperima dan menyetujui  perubahan
anggaran dasar perseroan terkait dengan adanya perubaban
kepemilikan saham akibat adanya jual beli saham tersebut.

Apar pengalihan saham tersebut dapet berlaku efektif secara
sempurpa, dan berlaku untuk pihak ketiga secara ekstermal perseroan,
mnaka harus ditindak lanjuti menyatakan Keputusan Sirkular Para
Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut dalam akda
pernyataan keputusan rapat melalui notaris khususnya mengenai
perubahan anggaran dasar persercan terkait dengan pengalihan saham
dalam persercan, agar perubahan kepemilikan sahar dalam perseroan
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dapat diajukan pemberitahuannya kepada Menteri, sehingga perubahan

kepemihikan saham dalam perseroan tersebut dapat berlaku kepada

pihak ketiga lainnya sebagai pihak eksternal dari perseroan.’*

@ 1hid, ps. 21,
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BAB3

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan, penjelasan daa analisa mengenat “Aspek Hukuam

Pengalihan Sabam Dalam Sebuah Perseroan Terbatas Berstatus Penanaman
Maodal Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan

Undang-Undang Penanaman Modal®, yang telah diungkapkan oleh penulis dalam

bab 1 dan bab 2 tesis ini, muka penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan

sebagai berikut:

1.

2.1

Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 8 Agustus 2008 dan Perjanjian Jual
Beli Saham tanggal 17 Oktober 2008 adalab Perjanjian Jual Beli Saham
yang sah menurnt hukum, karepa memenuhi unsur-unsur sahnya sebuah
perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Maka dari itu, Pegianjian
Jual Beli Saham pada fanggal § Agustus 2008 dan Perjanjian Jual Beli
Saham fanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat secara sah akan berlaku
sebagal undang-undang bagi pera pthak membuainya berdasarkan Pasael
1338 KUH Perdata, serta hal-hal yang dinyaiakan sccara tegas didalam
perianjian tersebot meagilkat bagi para pihak vang membuataya berdasarkan
Pasal 1339 KUH Perdata, dalam hal ini termasuk persyaratan diperoiehnya
persetujuan BKPM untuk pengalihan saham yang telah ditegaskan dalam

perjanjian jual beli saham tersebut.

Karyawan tidak berbak dan berwepang untuk mempengaruhi keputusan
para pemegang saham dalam hal pengalihan saham dalam perseroan,
dikarenakan para pemegang saham memiliki kewenangan tfertinggi dan
penuh, vang tidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya, untuk memutuskan
melakukan sustu  tindakan terientu untuk perseroan, torkecuali  jika
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karyawan tersebut memiliki saham dalam persercan dan perseroan
melakukan tindakan yang berfenlangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain ifu, alasan-alasan yang dikemukskan olech
Karyawan mengenal keberatan mereka atas pengalihan ssham dalam
perseroan terbukti bahwa Proses pengalihan 40% (empat puluh persen)
saham yang dilakukan oleh perseroan sudah sesuai dengan prosedur hukom
yang berlaku, pengaliban 40% (empat pulub persen) saham yang dilakukan
olch perseroan tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1| UUPM dan
Peraturan Prestden nomor 111 Tahun 2007 tentang Pervbshan Atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 temtang Daflar Bidang Ussha
Yang Tertutup dan Bidang Ussha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Penanaman Modal, selain itu kebjjakan vang dikeluarkan oleh
BKPM secara kasuistis pada saat perseroan mengajukan permohonan
persetujuan pengalihan saham dalam perseroan, telah dituruti dan dipenuhi
cleh perseroan dengan dilakukannya pengaliban sahar kembali sebesar 5%
{lima persen) saham dalam perserpan kepada pemegang saham Indonssia
barn, Dan yang terakhir adalzh bahwa karvawan berhek memutuskan untak
tidak melanjutkan hobungan kerja dengan persercan dan hanva berhak
unfuk mendapatkan nang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal

162 avat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan,

2. Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut,
tetap berlaku untuk kepufusan mengenai persetujuan pengalihan saham dalam
perscroan. Sedangkan umtuk keputusan mengenai persctujusn perubshan
anggaran dasar perseroan schubungan dengan adanya penjualan saham dalam
perseroan harus dliakukan RUPS ulang karena sudah lewat dari 30 (liga
puluh) hari, agar notaris dapat membuatkan akta pernyataan keputusan rapat
untuk keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular Para
Pemegang Saham tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, Dalamm hal situasi
pengalihan 40 % (empat puluh persen) ssham dalam persercan sudah
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beralih ke para pemegang saham baru secara internal perseroan, RUPS olang
sudah dapat dilakukan oleh para pemegang saham baru.

3.2 Saran dan Rekormendasi

Dari seluruh pemaparan, penjelasan, analisa serta kesimpulan mengenai
*Aspek Hukum Pengalithen Saham Dalam Sebuah Persercan Terbatas Berstatus
Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Persercan Terbatas
Dan Undang-Undang Pepanaman Modal”, vang telah diungkapkan penulis dalam
bal | dan bab 2 tesis ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

a. Hendaknya ketentuan mengensi daflar bidang usaha yang tertuup den bidang
usaha yang terbuka dengan persvaratan di bidang pepapaman modal,
khususnya mengenai ketentuan-kelenfuan batasan prosentase kepemilikan
modal asing yang berkaitan dengan bidang usaha persercan, agar direvisi
kembali oleh pemerintah, serta dipertegas lagi dafiar bidang usaha apa saja
yang teriutup dan terbuke bagi penanaman modal, agar tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi penanam modal asing apabila bendak melakukan
suatu findakan yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan saham. Selain
itu faktor lain yang menunjukkan perlunya ada revisi bagi daltar bideng usaha
yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang
penanaman modal adalah adanya perusahaan-perusahaan berstatus penanaman
modal asing, yang mempunyai lebih dari 1 (satu} bidang usaha, sehingga
diperlukan pengaturan yang tegas dari pemerintah mengenai hal ini, agar tidak

menimbulkan ketidakpastian huloam,

b, Perlu adanya sosialisasi pemberian pengetahuan dan informasi secara lebih
dalam bagi kalanpan umum, khususnya pelaku kegiatan penanaman modal,
baik dari sist perseroan maupun karyawan mengenai Undang-Undang
Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan-
peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut, agar berbagai pihsk yang

Universitas indonesta
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terlibat dan/atau terkait dengan kegiatan ysaha penanaman modal maupun
tindakan korporasi dari perseroan dapat mengetahui  hak, kewsjiban dan
prosedur afas tindakan-tindakan korporasi tersebui, serta konsekuensi
hukumnya.

, Dalam melaksanakan prinsip good corporate govermance dalam perseroan,
hendaknya dibangun komunikasi dan sosialisasi yang baik antara pihak
manajemen perseroan dengan pihak karyawannya dalam hal melakukan suatu
tindakan serta pengambilan keputusan dalam perseroan, schinggs tercipta
suatu kesinambungan baik dalam menjalankan hubungan keda, serta segala
aktifitas di dalam persercan.

Universitas Indonesia

Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009



. The undersigned:
1. ¥r. B , Executive Board Member of ~
Wc&hzen i’ICﬂd%f Qf Fedaral Republic of smmeermmrms Passport tzzzmher
2. M, ( e, PTOKUNE OF - v, helder of
Federal Repubim of Passno AUNDEr s
«n this matter both pames mentloned above acting In thelr capacities jointly for and
on behalf as well as repregenting a limied Rebility

crsmpany duly estabiished under the faws of Federal Repubﬁ;: an domiclied
e g, TF 8 holder and owner of 120 {one hufidréd and twenky)
shares In the (}ompany
3. N, s mppe, Presidant Director, Indonesian citizen, holder
of donesian Identification Card {KTP) numberm , acling in his

e o e
capacity mentioned above, for and on behalf as well a3 representing PT iy

L3

e 2252 61 holtder and owner of 80 (aighly) shares in the Company.

Both parlies mentioned above hereinafter referred o as the "Sharehelders™, {ogsther
hodding the entire Tssued shares of the Company, a limiled lisbilly company
established in the framework of forsign Invesiment (PMA]) and existing under the faws
of the Republic of Indonesia, pursuant to #ts Articles of Association which corprised In:

“Deed of Establishment of the Company Numbefw.w, dated
e, aned lastly amended by the Deed of Statement of Mebting
Resoiution Numher...., dated , whereas both deed made
hefore Wirs s . S, H., Nolary in Jakaria, whergas both
deeds have been rafified by the M;&;ster of Justics of the Rapi_?e g of
Indonesla =zs evidenced In the Minksky Decrge Number —wiwere
- e (lated e 2tid Ministry- Decrge Number
T Lt , ;’{; : .
. having Hs domiclie Ineww— Jakarta, hereby declare that purguarnit fo the provision of
zrfvle 22 paragraph 8 of the Adticles of Assocktion {‘Aof’y¢f the Company, the
Shargholders of the Company ray take a bounding and, valid decision withowt
convening an Extraordinary General Shareholders Mesting ("RUPS"), with conditions
provided that Sharehalders with the right to vole has approve such decisions i writing
and by signing & written statement. A deciston which is taken through such method has
the same power as a declsion which is valid y ly taken In RUPS,

Whereas fhe Company intends fo make & sale and purciza;se of 80 (ezg?zty} shares
which holds arzd awnezi by ?"{ wen 11 the Conipany fe =

or ether parly appointed by the Cempany.

Naow therefore, for such pzzrposés abcve iha Shargholders of the Com;)any; hershy

rasoves to adopt the resnlubzms as follows:
Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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1. Approval to sale and purchase of shams

{eighty) shares which holds and owned by PT.
to other party appoinied by the Company.

2. Approval to the ament article regarding ths Shareholders of Company's
- CAoA
The Sharehoklers has approved the amendment of arﬁc&a 4 paragraph 2 of
Company's AcA, or other arficles regarding the Sharehckders of the Company.

3. Permalssion to Board of Director fo undertake necessary actions
To give approval and pemission o the Board of Director ('80oD% of the
Company acting for and on behalf of as well as representing the Company 1o
underake any or alf pecessary actions or required for such purposes of
reafizing and giving effect to the sals and purchase of €0 {eighly) shates inthe
Company such as fo appear where it shall be necessary, to give informalions,
to draw up, %o instruct to draw up end to sign ietiers andfor deads andlor
application forms where E shall be necessary, fo obtain and conduct the
application process of all required approvals for the changes of shareholder of
the Company {0 the Investiment Coordinating Board (BKPM} and all related
suthorized goverpment instancesfdepariment. And jastiy o slale the
resolutions contained herein In notarial deeds, and for such purpose, to
appear before any notaty or other parlies, to provide, oblain, and/or recelve
any informafion andfor doguments, and 1o prepare, make, cause to be mads,
inftial, and execufe the sale and purchase of shares of the Company, and o

cary out all matiers considered proper and usefud fo setﬁe such matiers
above.

3. Power of Attorney

To grant full power of altorney and authority fo itze Bcf} of the Company, with
the sght of substitution, either solely or jolally, to undertakie any or all
pecassaty actions or required for such purposes of realizing and giving effsct
to the sale and purchase of 80 (eighty) shares In the Company such as to
appear where it shall be necessary, o give Informations, o draw up, to
instruct to draw up and to sign letters andfor deeds andior dpg! ication forms
where i shall be necessary, {o oblain and conduct lhe application process of
alt-required approvals for the changes of shareholder of the Company b the

© Investment Coordinaling Board (BKPM} and aff relaled authodzed
govemment instancesidepariment, and to state the resolulions coniained
herein in nolarial deeds, and for such purpose, fo appear before any notary of
other paries, fo prcmde. obtain, and/or receive any Information andlor
documents, and to prepare, make, cause fo be made, Initial, and execute the
salg and purchass of shares of ihe Company, and 1o carmy out el malters
considerad proper and useful {o ssitle such matters above,

The Shareholders of the Company hereby acknowledge and agree that these -

Resolutions shall have the same validity and enforceabllity as any resohdions lawfully
adopled in a formal RUPS of the Company.

These Resolffions could bésedghield neepdiatdiy bieneatty EPaf@dblders, whith sach
smnaraten roeshidinn wher olined by oarhs Sharelinldare shalf hin doarmad dn o we

[ ——————
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These Resolutions shali take effect as of the date of signing of thdel RET H685 Ly the
Shareholder of the Company lastly signing thege Resolulions.

These Resolutions shall not be revecable and shall take effect and have the seme

farce and effect as resoitlions adepted in & RUPS of the Company upon signing of
. these Circular Resolutions by the Shareholders of the Company.

Duty stamp E
8000

i
[PlaceiDate] meﬁmlo\y @ (o | 200y

{duty stamp is required i the signing tock place in Jakarlal

-Regxstereé in the bOOkr whicsn in t:tssed for thosa
pw:pos&. arder number 44}%?;‘?1:&!2@08 in two folds.
-Jakarta,ofwueti 21, 2008,

s ..
Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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These Resolutions shall not be ravocable and shall iake effect and have i'za same

force and effect a8 resolutions adopled in a RUPS of the Company upon signing of
these Clrovlar Rescltdions by e Sharehoiders of the Company.

PT

Duly stz 1p
80t

T
{Place/ate]
g T VP C R . PR OR. Loa @

. -Regisi:ereﬁ in the baok, whigh is used for those
_ parpase, under number azzﬂ?ﬁriiz’ma in two folds,

‘ o S G}

Wl
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Lampiran 2

Thix

Stock Purchase Agreement

- is made in Jakartz and eniercd inte as of August 8, 2008 {the “Eiffective Dawe”),
by and between

e i e, With s registered office
s red - . & company Tully established
nnder the laws and reguiations of the Federal Republic of s , Jegal-
ly represented by Mur. : v ;

- hereinafter referred to as “Purchaser” -

and

PT , with its registered office in . ascompany fuliy
established undey the laws and z‘egulatwns of the Repnhltc of Indoncsia,
lcgaHy representeci bry I o - - 3

-~ hereinafier refereed to as “Seller®

- said parties being hereinafler referred to col[&cti%e}jr as "Parties” -

Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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5.

74

Sale and Purchase of Shares

Contractual Backgmané

¥r e - T - ) 13 2 PMA company
fully established under the laws and wgulahcns of the Republic of Indonesia.
(hereinafter reforred to as the “Company™). From the 200 subscribed shares in
the Comipany, the Seller owns 80 shares, the Purchaser owns 120 shares. The
Purchaser intends to acquire from the Sefler the 80 shares in the Company. The
Seller is willing to sell these shares in the Company.

Act of Sale and Purchase

The Seller hereby seils to the Purchaser the total package of shareg and assigns
the same to the Purchaser, The Purchaser accepts such sale and assipnment.

Sale and Purchaxs Price

The above iransaction is dependent on a calculated price for the Company
based on financial and other information, including the Company’s indicated
net asset value and goodwill, present and future projects and business plass.

Both Parties aceept the methad of calonlation,

The total sale and purchase price for the shares shall amount to 154,000 {one
hundred fifty four thousand) Buro.

The total amount of 104,000 (one hundred four ﬁaozzsaad) Eure shall be due
and payable on for two weeks after signing of this agreement through
both partizs] into the Seller’s bauk account no. with the ~——bank (bank-
ing code no. e, The remaining amount of 56,000 (fifty thitisand) Euro shall
be thie payable based on the conditions set ouf in gection 2.4 bfﬁzzs agreement,

Obligation of the Scller

The Seller will take all necessary steps and assists the anhaser in whatever
manner necessary to the sale and purchase of abdws said shares, especially by
signing all Recessary agreements, notary deeds, BKPM appwval application
forms, by glving any necessary information and by appearing in front of all re-
fated authorities regarding the sale and purchase of shares,

Extraordinary General Shareholder Meeting

This sale and purchase of shares have duly obtained the approval by the ex-
traordinary general meeting of the shareholders of the Company as avndence:i
by the Circular Resolution Of The Shareholders Of PT.
dated August 8, 2008.

Profif and })i\’id@ﬂ@%k Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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2.2

213

24

3.1

32

3.3

15

¥

Gruarantees and ‘Warranties

Cliaibm of Third Parties

The Seller guarantees the Purchaser that now and hessinafier the Purchaser
peacefisily bold above said shares without any inferruption of disturbance from
any third parifes who may claim to have preferential rights or joint rights on the
shares sold by this agreement and therefore the Seller shall hold hanuless the
Purchaser from any and all claims in respect of such matters,

Authorizption

The Seller guarantees to the Purchaser that they are fully authorized and as
fully entitled to purchase and to assign the sbove said shares.

Encumbrance

The Seller guarantees to the Purchaser that the above said shares have afl been

paid up in full and are ¢lear and free from encombrance or Hen to any third
party in whatever mantier or on whatever basis; and therefore the Seller shail

keep the Purchaser harmless from any such claims in respect of the above said
shares.

Taxes and Socdal Cost

‘The Seller guarantees to the Purchaser that as of date of signing of this Agree-
ment ali owed taxes, social costs and other public dufies of any kind owed by
the Company have been paid upon their due dales. As far as those taxes, social
costs and other public duties have not yet fallen due, appropriate reserves have
been created. To provide seourity to this Guarantee the Purchaser has the rights
to withheld 50,000 (fifly thousand) Buro of the above mentiohed Sale and Pur-
chase Price as deposit. The deposit shall be due and payabia on the 31% of
March 2010 in case of non violation of this Guarantee.

Cost of The Transfer of Shares, ’I’axas, R‘e‘;:;;;rdin:;;‘g '-

¥

Cost of the transfer , LT

The cost of this agreement and further costs and expenses as may be gzemzwnt

to this sale and purchase agreement shall iwcame the responsibility of and must
be balances by the Purchaser

Taxes

Cuncemzzzg this Sale and Purchase Agreement, each paﬂy wiil bear its own
probably arising taxes.

{mimg Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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4.2

=% |

52

33

16

Licenses and BKPM Approval

The Seller is enregistered as owner of a Migas license that is necessary {0 con-
duct the approved business of the Company (Litense no. as of Y.
The Seller agrees to transfer this license to whoaver appointed person or comi-
pany by the Purchaser and will undertake all efforts to conduct this transfer.

-y -
This whole Agreement will be null and void in case that the Investment Coor-
dination Board (BKPM) in Jakarta wil not approve the transfer of the shares.

Miscé}ianemzs

Entire Agreement

This agreement sets forth and constitutes the entire understanding between the
Parties in respect of the subject matter hereof. No amendment, modification,
release, or discharge shall be binding unless agreed in writing and duly ex-
ecuted by both parties.

Severance clause

Should one or several provisions of this Agreement be or become ineffestive or
unenforceable as a whole or in part, this shall not affect the validity of this
Agrsement, In this event, the ineffective or unenforceable proviston shall ke
replaced by an effective or enforceable provision which corresponds as slosely
as possible to the ecohomic purpose intended by the neffestive or unenfoross-
ble provision; the same shall apply ecoordingly in the cvent of an unintended
omission of 4 provision in this Agreement.

Jurisdiction

This Agreement shall be governed by and construed in’accordance wilh the
taws of the state of Indonesia. without giving effect to rules of confliot of laws.

AS WITNESS the hands of the parties hereto first sbove meéﬁiqu‘ed_

Signed by

o3lubfand - S

OC.¢ €. 2008

On behalf of Purchaser "1 On behalf of Seller”

- B .

<r L Cad ey

G '. » -
Aspek Hukuni.., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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L

Towhom & may concem B
Phons- W
FE | g T
"»i:g. E“ .....
T By
You veference Your iuitar of Ot retorents Edansin fats
+48 40 36 145- ’ 2008-05-24

STATEMENT LETTER

The Undersigned, we:

' . { ), with its registered office in
Lo, 3 COMpasy fully es{ahlisheé under {he laws and regulations of iize Federal Repuhitc of
e iegai ¥ repmsen’{ed DY Iir, st .

Hereby inform as follows: : :

~WWhereas=—medias plicchased 80 (aighty) shares in PT. b (tbe Company)
From PTammimmem— pUrsiant o the Stock Purchase Agreement dated ghof Aixgust 2008, which sale and
nurchase of shares has been approved by chroular resolution of the shareholders of the Compazzy dated 8 of
August 2008,

-Whereas due fo the consideration from the Indonesla Irvestment Coordiating Board {BKPM} the limitation of
foreign capital ownership In the Company fs maximum 95% of foreign capital ownership and In order fo comply
with at prevailing taws and regulation in Indonesia, hereby we declared as follows - Ta

e 31111 sell 19 {len) shares which we have purchased f%m PTw—-mw-—-m the Company to s,
- Dtivate person, indonesian citizen, residing iy Jladeems N0~ Jakarta Selatan,
hokief of Indonesian identification (TP} RUMDE! mr—" , therefore afier the sale and purchase
of these 10 (fen) shares is executed, the shareholding in the Company will be as fallows:

120 {one hundred and fwenty) shares he%d hy -
= 70iseventy) shares held by -

» 10 {ten} shares held by Mis.» S, Lunas

This statement leffer is propedy made o be used for its necessary pumosss. pirekatian olel Y

C 3
3

; - Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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Lampiran 4

This

Stock Purchase Agreement

is entered into between
Mrs. " , horm on the~ of — Inégm—
siax citizen, helder of Ident:ficatiau Card No. sy b, JIViRIE

in Jlewmsw NG, ww, JaKarta =sepma, representing izersclf,

- hereinafter referred to as “Purchager™ -

and

. : e, With its régistered office
i - - ; & company fuﬁy established
under the laws and regulations of the Federal Republic of y lew
gally represented by M- 3 )
- hereinafior referred to as “Sefler” - " $ i

- said parties being hereinafter referred to callectivé{); as "Parties® -

Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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1.1

1!2

13

1.4

15

2.1

Sale and Purchase of Shares

Contractual Background .

PT @T. imdu) 15 3 PMA company
fully established under the laws and wgulanons of the Republic of Indonesia.

(hereinafter refarred {o as the “Company™). From the 200 subscribed shares in
the Company, the Seller owns 80 (ezghty) shases respectively 40% pursuant to
the Stock Purchase Agreement dated 8% of August 2008; the shareholders have
approved said sale anti purchase by circular resolution of the shareholders of
the Company dated 8" of August 2008. The Purchaser intends to acquire fror
the Seller 10 (ten) shares respectively 5% of the shares in the Company. The
Seller is willing to sell these shares in the Company.

Act of Sale and Purchaze

The Seller herchy sells to the Purchasor a package of 10 (ten) shares and as-

signs the same to the Purchaser. The Purchaser accepts such sale and assign-
ment. '

Sale and Purchase Price

The above fransaction i8 dependent on a caleculated price for the Company
based on financial and other information, including the Company’s indicated
net asset valwe zud goodwill, present and futare projects and business plans.

Both Parties accept the method of esiculation.

The total sale and purchase price for the shares shall amount to 15,460,00
EUR.

The total amoeunt of the purchase price shall be due and payable upon written
request by the Seller and shall be paid into the bank account indicated for such
purpaese by Seller, 4

Obligation of the Seller

The Seller will take ali necessary steps and assists the Pumbaser in whatever
manner necessary to the sale and purchase of abave said shazes, gspecially by
signing all necessary agresments, notary deeds, by giving any necessary infor-
mation and by appearing in front of all related authoutzes reparding the sale
and purchase of shares,

Profit and Dividends

The profit or dividends of the current fiscal vear -intluding retained profits or
dividends of preceding fiscal years, if any, shall belong to the Scller only.
Guarantees and Warranties

Claim of Third "Partg

spek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
The Soller eparantass the Pirehacer thoal naw turnon the remistraiion nf the frane.



2.2

23

3.1

32

33

a1

4.2

interruption or disturbance from any third perty who may 3fal
ential rights or joint rights on the shares sold by this agreiye X
the Seller shall hold harmless the Purchaser from any and all 0k
of such matters. ' '

-

Authorization

The Seller guarantees to the Purchaser that the Seller 1s fully authorized and
fully entitled to sell and to assign the above said shares.

Enegmbrance

The Seller guarantees to the Parchaser that the above gaid shares have all been
paid up in full and gre clear and free from encumbrance or len to any third
party in whatever manner or on whatever basis; aad therefore the Seller shall

keep the Purchaser harmless from any such claims in respect of the above said
shares.

Cost of the Transfer of Shares, Taxes, Recording

Cost of the transfer

The cost of this agreement and further costs and expenses 23 may be periinent
to this sale and purchase agresrnent shall become the responsibility of and must
be balanees by the Purchaser

Taxes

Comrmg this Sale and Purchase Agxeemcnt, gach party will bear its own
probably arising taxes.

Recording :

The quantity, number and acquisition date of said shares the Seiler transferred
to the Purchaser shall be recorded 1 the list of sharsholders.: Vo

Miscellapeous

Entire Agreoment R L
This agrement sets forth and constitutes the entire undez‘stanémg between the
Parties in respect of the subject matter hereof. No amendment, modification,
release, or discharge shall be binding unleys agreed in writing and duly exe-
cuted by both parties.

Severance clause

Should one or several p:{msmns of this Agwemeut be or become ineffective or
unenforceable as 8 whole or in part, this shall pot affect the validity of this
Agreement in total, In this event, the ineffective or unenforceable provision
shall be replaced by an effective or enforceable provision which corresponds as
closely as pizssﬁ)le o ek BespondiEapiapedriatendel ¥9%the ineflfective or um-

avbrrnsa o la ermrisnt ey Flis torveras ot sl arveder asmmver T T atur Sen Fem mwrmendt o b snwn meanfon



43 Jurisdiction

This Agroement shall be governed by and construed in & % <8 the
laws of the state of Indonesia without giving effect to rules of 6T

AS WITNESS the hands of thé pariies hereto first above mentioned

Place, date o= 13 OC0BE 2068 | Place, date 1 Gfel wob -

On behalf of Puschaser On behalf of Sslier

L unas Lot W
Direkatkan vlel :

Jakarta
e An.Kepsta Kanfor ?

M
Ni';z,gg‘ &?? A }v? 3)6

Lo
hd y’“

“Reziatered in the book, which 13 wad fm: tlwae |
purpcse, urder mmber SZ;"WX zeoa.w .
.-

Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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Lampiran 8

TE T ey e,

BATSAN KOO RDINAST PENANAMAT

_ IANTHODAL
| e [/PMAT008 | 3&@*8« 28 0CT 2008
dn X Hzmks: PTi
. Q0. . ‘
¢ Potsejujuan;perababaii penyertagri dalam Wisma Lantai=e TOWET wype
“mndal pemgm _ _ T e d , co—— }
| Fikarta .

sézvangan dengan pergichorfan Saudara yang kami terima tanggal 21 Agustus 2008 dan kelengkap.
data tanggal 27 Olfobeér 2008, pstihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Sw
Pemberitaliean ’I’entsng Persehijuan Presiden Mo, ~=/I/PMAf—~== langgal 1992, Swr
Persetujuan Perluasan Peranaman Moda! Asing Mo, mee/TI/PMA/ tangga] 1985 §
perubshan  No,  =we/[IUPMA/ e {anoga — . 2008, IZm Usaha N
o {T/INDUSTRIPER TAMB ANGAN/ e § anggal -~ 1998, Izin  Perluesan N
s SPERHUBUNGAN-— tanggal- —2003, Circular Resolutigns of The Shareholders
PT, _ yaag éztandafsngaw oleh selurh pemegang saha-
tinggal & Agustus 2008, S&at&m&nt Letrer t&zzggal 24 Septeﬁz%az 2008 yang felah ditandatangani oleh M
selaku ‘Kusea dari - : ~e dan Stock Purcha.
Agreciiient yang ditahdatangani olch BT e selako }{;ugsa dart
sebagai_penjual saham dan Sdt] sebagni pembe
satiam tanggai F7 Oksober 2008, seita ficngingat Keputusan E{epala EKP&} No, §7/8K/2004 jo. N
7O/SK/2004 jo. Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, dengan ini diberitahukan bahwa kami dap
menyetujui perubahan penyeitaan dalata macfai perserosn ;}erusi?.haarz Ssm!am sebagm barikiit :

Penyerthan Daldm. Modal Perservan : . o
SEMULA . MENJAT
8. Asing . . , (60, W _ (95,00 %3 )
. — e {—r} 1 USS: ‘60.00000 USS - 60.000,0
- — : USS. v po6 1SS, 35.000.0°
e (V1N ,
b: Indonesia + (40,00 %) _ (5,00 %)
- Sdri,= . : USS. 800 TTSE. 5.080.8
- BT -~ 1 USS. - 40000,00 1§, AIAY
¢. Jumlah : USS. 100,000,00 USS. ©100.000,0

4 Perutishan dlas kepemilikan sahdm sebapaimang tercanturn dalam surat pamwjuan ini Harp
mendapat persetijuan feflebih dahitly dari BKPM.

Surat Persetufussi ini metupakan bagian yéng tidak tetpisabkan dari Sirst Pémberitahuan Tesiten
Pemwjuan Prasidan No, wes AHEMbi ., Ninagsaseameenrr L9SDWeriloat pernbaliannya.
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NOWOr e PN A/2008
Halamss :2(2)

*

kbl Inin yany tidak dinyatakar delant surat: pe:sei;;{zzan At dan sopanjang tiddl bertentangan
denganstan masitdalam kefentoan; hak: dan Kewaiiban sébagatmang telgh ditetapken sebehunnya ol
Peniseintih, tetap berlalir selmgnmm pasviy,

8.5 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DeputiBidang Pelayanan Peaapaman Modal,

“Temibugan:

&L

1. Menteri:Keuangan;
2. Gitbersivr Bank Indonesia;
3, Puta Besar Repoblik Federast ferman di Indmwsza,
4, Puta Besar Repuiblik-Indunesis di Jerman;
3, Disektur Jendera] Minyak & Gas Bumii;
6. Direktur-Teadbral Earhubung&a Lduty .
7. Divektor Fendersl Administingi Hidom Umurn,,
8. Direlctur Jenderal Pajdlc,
" 9. Direkdur Yondatyl Beg dan Gukai;
1, Kepale BEM & PRKUD Provinsi DX Jakarta;
11. Welilotamsdya Jakarte Barat. : o2

Aspek Hukum..., Miranda Andamsari, FH Ul, 2009
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Lampiran 6

o

STATEMENT OF EMPLOYEES OF PT
RELATED TO THE CHANGES OF CAPITAL COMPOSITION OF
SHAREHOLDERS AND REGIONAL OFFICE ABIA TREATMENT TO

OLD SHAREHOLDERS & — e s
(60%: 40%)

NEW SHAREHOLDERS : . , 100 %)

EMPLOYEE STATEMENT: Could not accept the changes of capital compesition of
shareholders and fherefore not willing to continue the working relation.

Juridis Base: ?

1. We {employee) assums that the acquisition fzmass has not pursuant to the Indonesian.
Law; UU No. 40 year of 2007 Article 127 subsection 2 regarding linsted lhshility
company, Yhich ig stated that "The company shall oblige to aanounce summary of
acquistion draft at feast in 1 {one} News Paper and circulate written announcement to
all employees of the limited liability company that weuld like to mexger, fusion,
acquisition, change in owaership of the enterprize and separation within 30 (hirdty)
days befors Annual General Mesting of Shercholders related to ssguisition being
conducted. ot

2, We {employee) assume that this decision was against UU No. 25 year of 2007
regardiog Capital Investment in Article 12 and President Regulation of RENo. 111 year
of 2007. '

3. We have rights not fo continue this working relation to thé new Shareholders and we
shall be eutitled to severance/ compensation pay as pursuant to the Article 163 UU No.
13 year of 2003 and Company Regulation of PT. year of 2008 Asticle 21
and 22, ;

£

Ideolofry Base: e

The first time we interested to joint PT.4 , because there was composition
Sharcholders between Local Shareholder and Foreign Shareholder in ¢his cowpany, therefore
- the both Shareholders could fullfill each other to run the operational of company. We couldn’t
have proud any more, since there is 0o Local Skarcholder in &{isi:_éompany.

ki

4 .

Technical Base:

We fell being forced and not comfortable with management policy implemented by Foreign
.. Shareholder (Regional Office), such a5 top down management, amogant and could not
sppreciate the employee’s opinion, The Foreign Shareholder really implemented capitalist
principle which is would like to take the biggest advantages from Indonesian local expertise
and not willing to give good added value in the techuical/ operational, management and also
for the conducive work environment. ’

One of the examples where Regional Office éidzzz have empathy and undersiand how to
manage the company s in the K%Eﬁ%??ﬁ?rﬁ on §n p gﬁngggiwo% (%at:i this day, the payment
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process and ifs approval must through Regional Office, in other side the standard procedure
draft for this payment process just we received on 14™ August 2008, The nuthority of President
Direstor has been cut off, while in legally he still authorized as President Director of BT,
. If Regional Office could act such thiz way to the President Director, moreover it
cauld glso happen when facing (o the employee/ staff It secms that the Indouesian Law has
been un-cbliged. If there is probiem between Sharcholders and Director if shall be solved
pursuast {o the prevailiog regulation of Limited Liability Company in Indonesia,

Another case happened related to the implementation of a new “payment process procedurs”
hy Regionsi Office, such as there are several payments that have been refused (rejected) related

o employee's bemﬁt that usaaiiy accepted per month as pursuant to employee working
eontract with PT.

Based on our above explanstion, we, employeces who sign this statement would like to claim
the new Sharcholders/ Enfrepreneurs to termipate the working relation with requirements that
there will be severance/ compensation pay ag pursuant to the Company Regulation of P s
year of 2008 Article 21 subsection {10) and Article 22 Subsection {1},

Axnd if the new vwner/ management of PT, doesn't willing to fulfills our clamms
at feast 2 x 24 hours after this letfer has been sent, therefore we agreed 1o start 2 work sivike
and report this maiter to Depnaker RI (Repartment of Manpower of R}, Besides that, we also
would like to bring this case through law steps related to the z‘!cspotlsms of the new sharcholder
and will give this case to our Lawyer Teany

The employees who propose this claim as in the following: -

1. - ‘ 10. :

2. —— i I}--—--W‘
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Lampiran 7

Digarrpathan ke BKPM Lampiran 8
Dalam 2 fous) rangksp

Paraturan Kepala
BRPM Ho. 1UP2008

MODEL I
FERMOHONAN PERIBAHAN KETENTUAN
DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
I KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Perusahaan
- Stalus ¢ PMBN/PMA %)
*} Coret yang tidak pesi
- Namor Kode Froyek (HKP)

- Noraor Pokok, Wi Pajak (NPWP}
2. Alamat Lengkap
- MNomar Tglspan
- Faksimil
-~ E-mgh
3. Sueat PersslujuaniiUT vang telah diperoleh

i PERUBAHAN YANG DBOHDN
- Diist sesuat dengan perubshan yang dimohon
-~ Posist “semula” dis sesual vang lercantum dalam Sural Persehfiuan sebelumaya

SEMULA MENJADI

1. DIDANG USAHA D e

2. LOKASE& PENGGUNAAN TANAH R

&, Lokagt Proyek
- KabupaleniKota )
- Frupins

b, Lias Taneh yang diperiukan ANV 517/ - R 1117117 3
"Core! yang tidak pedu

3. PRODUKSI & PEMASARAN PER TAHUN
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a. PRODUKSI:

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan KapasitasDasar Kelerangan
SEMULA  MENJADI

b. PEMASARAN:

SEMULA :
1} Pemasaran Ekspor
Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)
2) Perkiraan nilai ekspaor per-tahun PUSS e,
MENJADI:
1) Pemasaran Ekspor
Jenis Barang/Jzsa Ekspar (%)
2) Perkiraan nilai ekspor per-tahun TUSE

4.  PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEMULA
MENJADI

Tenaga Kerja . orang ..... 0rang

5. INVESTASI : SEMULA MENJADI
a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain - Lain

Sub Jumiah
b. Modal Kerja (untuk 1 furm over)

¢. Jumlah Investasi{a+b}

6. SUMBER PEMBIAYAAN
a. Sumber Pembiayaan : SEMULA MENJADI

- Modal Sendiri
- Maodal Pinjaman
- Laba Ditanam Kembali

Jumlah
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b. Modal Perseroan (Khusus bagi PMA) : SEMULA MENJADI

- Modal Dasar L e et
- Modal Ditempatkan L e e
- Modal Disetor : v emeeereees

7. KEPEMILIKAN SAHAM (Khusus bagi PMA)
{Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

SEMULA MENJADI
a. Pemegang Saham Asing
- e (%) e {..5%)
- : v ) (%)
b. Pemegang Saham Indonesia
- : coveeelonnen. %) veveecfieeenTB)
- E . (-.....%) S Y
¢. Jumtah Modal Saham {(a+b) e SR - {-....%)
PP I )
PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohenan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di
atas materai vang cukup dan sewakiu-wakitu dapal dipertanggungjawabkan lermasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

...................... TPR——C
Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN

Laporan Kegialan Penanaman Modal {LKFM) periode terakhir
Rekaman Surat PersefujuanAUT BKPM,

Perubahan Lokasi dan Penggunaan Tanah

1.
2
3

Alasan perubahan lokasi;
Alasan perybahan penggunaan fanah,

Parbahan Bidang Useha dan JenisfKapasitas Produkst

Dingram aliffiow char? dan uralan prosss produkst den mencaniumiean janis bahan baky khusus
ircusii pengoizhan;

Uraian kegialan usaha sekior jass,

Surat rekomendast dan inslanst pamrerinteh terkst, bila dipetsyarafan,

Dalam hal sural rekomendasi belum ada, peruszhean dapol mengajukan permohonan
penanaman modal ke BKPM dengen melampirkan sirat permohonan rekomendasi kepada
instansi teknis diseriai dengan tanda terima surat permohonan tersebul. Selanjulnys BKPM akan
menggirim suraf kepada instansi teknis tentang rekomendasi lersebut dan apabila dalam jangka
waktu paling lama 17 {lujuh belas) bari keria rekomendast tersabut belum dikelsarkan, atau Hdak
ata langgepan, maka BKPM akan mengsfuarkan Sural Persetyjuan penanaman modzl yang
hersangkutan, Khusus unfuk bidang usebe perkanen iangkap, surat rekomendest dad
Depariornen Kelaufan dan Perlkanan olap dipedukan sebeipm BRPM mengsivarkan Surat
Parselisuan Penanaman Modal

Parubahan Investas danfalau Modal Perseroan danfala Sumber Pemblavasn dunfalou Kepamifian
Szham Perusahaan PMA

a8
b

Algan perabahern vestast.

Rekaman Rizslah RUPSHeputusen Shkofarfesepakatan Para Pemegeng Seham, vang

dilandatangani oleh sefuruh pemegang ssham dan diketahui ofeh Notars aleu Pemyalaan

Kepulusan Rapal/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Nolaris, yang memuat perjanjian

kesepakalan perubahan modal persernan, atau persetujuan perubahan pemilikan sabam,

Bagi Pemegang Saham Baru :

~ Hekaman Akda Pendiian dan penubshamya dengan pengesahan dari Deparlemien Hukum
dan HAM, serta rekaman NPWP bagl badan hukum Indonesta;

~ hgkamen Kerlu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berdeku serts NPWP bagl perorangan
wirga negars indonssis;

- Rekaman Paspor vang masih bedaky begi perorangan warga negara ssing,

- Rekaman Axla Pendirian {Adicle of Assoriation) dan teriemahannya delam bahasa indonesia
atays bahasa inggrs bagl badan hukum asing.

Kiweus ontuk peusahaan Konlrak Karya {KK) dan Peranjisn Karya Pengusahaan

Pertambangan Balubara (PKP28) harus mendapat rekomendasi dari Deparfernen Energi dan

Sumber Daya Mineral terlabih dahulu.

Dalam hal surat rekomendasi belum sda, perusahaan dapat mengajukan peimohonan

pangnaman modal ke BKFM dengan melempirkan surat permohonan rekomendasi kepada

insiansi leknis disertal dengan tanila terfraa surat permohonan lersebiut, Selanjuinys BKPM gken

menginm surat kepada instans! teknis tenlang rekomendast tersebut dan apabliz dalom jangka

waklu pafing fama 17 {fujuh belas) harl kerja rekomendast tersebut belum dikeluarkan atay tideX

ads tanggepan, maka BKPHY gkan mengeluarkan Swrat Perseluivan penanaman modal yang

bersangkulan.

Sural Kuasa bermateral cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus pemmohonan Bdak
dhiakukan oleh pemahon sendi,
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